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PENG ANT AR 

Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, Direktorat Pembinaan Penghaya t Kepercayaan Ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat J enderal Kebudayaan 
tahun 1989/ 1990 salah satu kegiatannya ·adalah Pembinaan 
Tenaga Pembina Pusat, yang diikuti oleh tenaga-tenaga pem­
bina penghayat kepercayaan dari unsur Direktorat Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan-Yang Maha Esa, unsur 
Kanwil Depdik bud Propinsi, dan unsur K_andep Depdik bud Ka­
bupaten/ Kodya. Dari kegiatan tersebu t telah menghasilkan 
Naskah Pedoman Teknis Pembinaan, yang merupak an penja­
baran dari Keputusan Direktur J enderal Kebudayaan No. 095 7/ 
F.1.IV/E .8 8. 

Di samping itu melalui kegiatan rutin juga telah dilakukan 
kegiatan penyusunan Naskah Kebijaksanaan Teknis Operasional 
yang dilandasi oleh Kepu tusan 'Direktur J endetal Kebud ayaan 
No. 0151/F.1.IV/N. 1986 . 

Mengingat pentingnya kedua naskah tersebut, maka Direk­
tur Binyat telah berkenan menetap)<an sebagai pedoman pembi­
naan, yang perlu dimiliki ole}J.paraJenaga ·pembina. Itulah se­
babnya maka naskah-naskah ter~·but dicetak dengan dukungan 
dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa tahun 1989/ 1990. 

lll 

DIR EKTORAT l"t,R MU SEll"' 



Dengan selesainya penyus unan naskah serta pencetakan­
nya , kepada semua pihak yang telah berperan ser ta dalam ke­
giatan tersebut kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima 
kasih. 

Semoga terbitan ini bermanfaat. 

Jakarta , Januari 1990 

Pemimpin Proyek , 

, ____ ./ ---
---rris. Sur i Hp . 

NIP. 130 364 834 

Pengantar Cetakan II 

Buku pedoman ini clicetak untuk yang pertama ka linya 
clengan clukungan dana Proyek Inventarisasi Kepercayaan 
terhaclap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1989 /1990. 
Atas kebijakan Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, buku pedorn an ini d icetak 
ulang rn engingat pentingnya buku pedoman ini clan adanya 
kenya taan bahwa belurn sernua apara t yang t erkait dengan 
pembinaan p enghayat kepercayaan mern ilik i buku pedoman 
ini serta aclanya p ermintaa n dari berbagai pilrnk u ntuk rn erni­
liki buku pedoman ini. 

Dalam kedua cetakan keclua ini tidak ada penambahan atau 
pengu rangan isi , kecuali adanya pembetulan kesalahan cetak di 
sana sini. 
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Jakarta, Januari 1992 

Pernimpin Proyek, 

~. ~ --·------o~~zp. 
NIP. 130 364 834 



SAJ\'IBUTAN DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT 
KF.PERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

Berdasarkan Surat Kep utusan Me n teri Pendidikan dan Ke­
budayaan nomor. 0222e/ O/ 1980 ten tang Organisasi dan Tata 
Kcrj a Direkt orat J enderal Kebudayaan Dcpartem en Pendidikan 
dan Ke budayaan , Direktora t Pembin aan Pen ghaya t Kepercaya­
an terh adap Tuhan Yang Maha Esa m empun yai tugas m elaksa­
nakan se bagia n tugas pokok Direktorat JenJeral Kebud ayaan 
di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat ke­
pcrcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijak­
sanaan teknis yang dite tapkan oleh Direktur Jenderal Kebuda­
yaan. Sc hu bu ngan dengan tersebut Direktur Je nderal Kebudaya­
an tclah mengclu ark an 2 ( dua) surat k epu tusan kebij aksanaan 
tekn is. yaitu : 

l. Surat Kep utusan Direktur Jendcral Kebudayaan Nomor 
0957/ F. I/ IV/ E.88 te n tang Perubahan Kcputu san Direk­
tur Jenderal Keb ud ayaa n No. 02 1/ A .1 / 1980 tcntang 
Pedoma n Teknis Pcmbinaan Pcnghayat Kcpe rcayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

2. Sura t Keputusan Dircktur Jenderal Kebudayaan Nomor 
0 151 / F .I/ lV/ 1986 te ntang Pokok-Pokok Kebijaksanaan 
Pengelolaan Pembin aan dan Pengembangan Kebudayaan 
Nas ional da n Kepercayaan te rhadap Tuhan Yang Maha 
Esa . 
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Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tulian Yang Maha Esa kemudian kebijak­
sanaan Direktur Jenderal Kebudayaan tersebut dirumuskan dan 
dijabarkan dalam uraian yang lebih operasional. 

Buku yang dicetak dengan dukungan dana Proyek Inven tari­
sasi Kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun ang­
garan 1989/ 1990 ini memuat 2 (dua) Surat Keputusan Dircktur 
Jenderal Kcbudayaan beserta penjabarannya, dirnaksudkan se­
bagai pedoman para pembina baik di pusat maupun di daerah 
di lingkungan Departemen Pend id ikan dan Kebuday aan. 

Mengingat pentingnya buku pedoman ini dan adanya kenya­
taan bahwa belum semua aparat yang terkaif dengan pembinaan 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memili­
ki buku pedoman ini, serta adanya permin taan dari berbagai 
pihak untuk memiliki buku ini, maka buku ini dicetak ulang 
dengan dukungan dana Proyek Inven tarisasi Kepercayaan Ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa tahun anggaran 1991/1992. 

Kiranya buku ini juga dapat dipakai sebagai sumber infor­
masi bagi instansi terkait dalam masalah pembinaan penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan terbitnya buku ini kepada semua pihak yang telah 
memberi perhatian dan bantuan , kami ucapkan terima kasih. 
Demikian semoga buku ini benar-benar dapat dimanfaatkan 
oleh semua pihak sebagaimana mestinya. 

Januari 1992 
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SALIN AN 

KEPUTUSAN 
DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
NOMOR: 0957/ FLIV/ E.88 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEPUTU SAN 
DIREKTUR JENDERAL KEB UDA Y AAN 

NOMOR: 021 / A.l / 1980 TENTANG 
PEDOMAN PEMBINAAN PENG HAY AT 
KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN 

YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN, 

Menimbang 1. Bahwa Pedoman Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Ma­
ha Esa, yang ditetapkan dengan Kepu­
tusan Direktur J enderal Kebuday aan 
tanggal 4 Juni 198 0 Nomor 021/ A. I/ 
1 980 memerlukan penyesuaian dengan 
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Mengingat 

2 

perkembangan keadaan dan kebijaksana­
an Pemerintah yang tertuang dalam Re­
pelita V; 

2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut 
pada angka l perlu ditetapkan kembali 
Keputusan Direktur Jenderal Kebudaya­
an tentang Pedoman Pembinaan Peng­
hayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

I. Undang-Undang Dasar 1945 ; 

2. Ketetapan MPR RI : 
a. Nomor 11/MPR/ 1978 ten tang Peder 

man Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila; 

b. Nomor ll/MPR/1988 tentang Garis­
Garis Besar Haluan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
ten tang Organisasi Kemasyarakatan ; 

4 . Perattiran Pemerintah Nomor 18 Tahun 
1986 tentang Pelaksanaan Undang-Un­
dang Norn or 8 tahun 1985; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia: 
a. Nomor 44 Tahun 1974 ; 
b. Nomor 15 Tahun 1984 ; 
c. Nomor 202/M/Tahun 1987 ; 

6 . Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke­
budayaan Republik Indonesia : 
a. Nomor 0145/0/1979, tanggal 30 Ju­

ni 1979; 
b. Nomor 0222e/O/ 1980, tanggal 11 

September 1980 Yo Nomor 090/0/ 
1983 tanggal 28 Pebruari 1983; 



Memperhatikan: Hasil Bimbingan Tenaga Pembina Penghayat 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 1988 
di Cisarua, Jawa Barat. 

Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN : 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KE­
BUDA YAAN TENTANG PERUBAHAN 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KE­
BUDAYAAN NOMOR 021/A.1 / 1980 TEN­
T ANG PEDOMAN PEMBINAAN PENG HA­
YA T KEPERCA Y AAN TERHADAP TU­
HAN YANG MAHA ESA. 

Merubah Keputusan Direktur Jenderal Kebu­
dayaan tanggal 4 Juni 1980 nomor 021 /A. l / 
1980, menjadi sebagaimana tersebut dalam 
lampiran Keputusan in i. 

Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercaya­
an Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupa­
kan Pedoman Direktorat Pembinaan Peng­
hayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagaimana yang ditetapkan da­
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke­
budayaan. 

Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercaya­
an Terhadap Tuhan Yang Maha Esa meru­
pakan lampiran yang tak terpisahkan dengan 
Keputusan ini dan disu sun dalam sistematika 
sebagai berikut : 

I. Pendahuluan. 
II. Permasalahan. 
III . Sasaran. 
IV. Pelaksanaan. 
V. Penutup. 
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KI:EMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 11 Nopember 1988 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN, 

ttd. 

Drs . GBPH POEGER 
NIP. 130 204 56 2 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 
l. Sekretariat Kabinet ; 
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
3. Sesjen Depdikbud ; 
4 . Irjen Depdikbud; 
5. Kepala Balitbang Dikbud ; 
6. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud, 
7. Ditjen Hukum dan Pernndang-undangan Departemen Ke­

hakirnan ; 
8. Semua Sekretaris, Ditjen, Irjen dan Balitbang Dikbud da­

lam lingkungan Depdikbud; 
9. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perusahaan 

Negara dalam lingkungan Depdikbud ; 
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I OKI Jakarta; 
11. Badan Admin istrasi Kepegawaian Negara; 
12. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan; 
13. Ditjen Pajak Departemen Keuangan; 
14. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran 

Dep. Keuangan ; 
15 . Bappenas; 
16. Pengurus Pusat KORPRI; 
17. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 
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SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A 
Kepala Bagian Tatalaksana Setditjenbud, 

ttd. 

SUTARSO, SH 
NIP. 130 186 291. 



LAMPIRAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 0957/FI.IV/E.88 
Tanggal 11Nopember1988. 

PEDOMAN PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN 
TERHADAP TU HAN YANG MAHA ESA 

I . Umum 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia berdasa rkan atas Ketuh anan 
Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 
beradab menjamin k emerdekaan tiap-tiap penduduk un tuk 
m emeluk agamanya masing-m asing dan untuk beribadat 
m en urut agamanya dan kepercayaannya itu. Atas dasar ke­
percayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
itu mak a perikehidupan beragama dan perikehidupan ber­
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras 
dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. 

Kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa makin dikem bangkan, sehingga ter­
bina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di an-
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tara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dan di antara semua umat beragama dan semua 
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa da­
lam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, 
meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun ma­
syarakat. 

Dalam ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1978 , Nomor 
II/ MPR/ 1983 dan Nomor 11 / MPR/ 1988 tentrng Garis­
Garis Besar Haluan Negara ;intara lain ditetapkan bahwa 
kepercayaan te rhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupa­
kan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa di lakukan : 

a. Agar tidak mengarah pada pemben tu kan agama barn. 

b. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu 
agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tu han Yang 
Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan 
Yang Maha Esa menuru t dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan 
kebudayaan karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, dalam kenya taannya memang merup akan bagian 
kebudayaan nasional ya ng hidup dan dihayati oleh se bagian 
bangsa Indonesia. 

Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. 
Dalam hubungan ini pembinaan penghayat kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepad a pembinaan 
bu di luhur bangsa sebagai perwujudan dan pengamalan bu­
daya spiritual sebagai salah satu aspek pembangunan manu­
sia Indonesia seu tuhnya. 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas diselenggarakan pem­
binaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 



Esa baik oleh pemerintah maupun masyarakat penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri dalam 
rangka membina pengemban modal dasar pem ba ngunan na­
sional. 

2. Dasar 

a. Pancasila 
b. Undang-Undang Dasar 1945. 
c. T:.i p MPR Nomor 11/ MPR/ 1978 ten tang P-4 
d. Tap MPR Nomor IV/ MPR/ 1978 ten tang GBHN 
e. Tap MPR Nomor II/ MPR/1983 tentang GBHN 
f. Tap MPR Nomor 11/ MPR/ 1988 ten tang GBHN 
g. Keputusan Presiden Republik Indones ia Nomor 27 T:.i­

hu n 1978 Yo nomor 40 tahun 1978 
h. Undang-Unda ng Nomor 8 Tahun 198 5 
i. Ke putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0222 e/ O/ 1980. 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 
Penyesuaian Pedoman Pembinaan Penghayat Keper­

cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan 
untuk lebih memberikan arah yang mantap bagi penye­
lenggaran pembinaan penghayat kepercayaan terhadap 
Tu han Yang Maha Esa yang dilakukan oleh Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa pada Direktora t Jenderal Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehubungan 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 
tentang Organisasi Kemasyarakatan seraya memperhati­
ka n saran, pendapat, serta pemikiran masyarakat peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ber­
kenaan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang 
berkaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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b. Tu;uan 
Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa bertujuan untuk mewujudkan citra 
penganut/penghayat kepercayaan terhad ap Tuhan Yang 
Maha Esa untuk : 

1) Melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang 
Maha Esa m enurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

2) Mengemban budi luhur dan pengamal budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan sosial 
kemasy araka tan. 

3) Melaksanakan pem bangunan nasional bersendikan 
kepribadian bangsa. 

4) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaa n na­
sional yang berintikan nilai-nilai luhur bangsa. 

4. Ruang Lingkup 

Pem binaan pelaksanaan kepercayaan terh adap Tuhan 
Yang Mah a Esa yang dilakukan oleh Direktorat Pem binaan 
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mah a Esa 
adalah seperti yang digariskan dalam GBHN dan diwujudkan 
dengan pem binaan perikehidupan masyarakat penghayat ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa men cam­
puri perilaku penghayat kepercayaan atau keyakinan y ang 
menyangkut hubungan pribadi para penghayat kepercayaan 
dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

S. Pengertian 
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a. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keselu­
ruhan hasil pikiran (logika) , perasaan (este tika) dan ke­
m auan (etika) sebagai buah usaha budi dalam mengelola 
cipta, rasa dan ka rsa untuk mewujudkan karya budaya 



dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang 
be rsifat materia l. 

b. Pembinaan 
Pem binaan merupakan suatu proses pem be rian ban­

tuan kepada pribadi atau organisasi pe nghaya t keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berup a bimbingan, 
dorongan dan pengayoman agar yang bersangku tan mau 
da n mampu menampilkan diri dengan tangguh berda­
sarkan keku atan atau potensi yang ada pada dirin ya, 
da n rnampu menyesuaikan diri secara maksimal denga n 
suasana kebhinnekaan dalam Negara Republik Indonesia 
yang berdasark an Pancasila, dal am rangka mengem ban 
modal rohaniah dan mental se bagai modal dasar pemba­
ngun an nasional. 

c. Kepercayaan Terhadap Tu/ran Yang Maira Esa 
Kepercayaa n terhad ap Tuhan Ya ng Maha Esa yang 

ke beradaannya tertampung dalam pasal 29 UU D 1945 
da n dipertegas dalam P-4 dan GBHN ada lah wa risan ke­
kay:ian rohan iah yang bukan agama y:ing dalam ken ya­
taan nya merupakan bagi:in dar i kebuday:ian bangsa 
yang hi dup dan dihayati serta dil aksa nakan oleh seba­
gian ra kyat Indonesia sebagai budaya spiritu al. 

Sedangkan dal am sarasehan Nasiona l Kepercayaa n 
te rh ada p Tuhan Yang Maha Esa tahun 198 1. kepercaya­
an terhadap Tuh an Yang Maha Esa dirumuska n sebagai 
pe rnyaraan dan pelaksanaan hu bungan pribadi dengan 
Tuhan Yang Maha Esa, be rd asark an keyakina n yang di­
wujudkan dengan peril ak u ke tak waan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa atau peribadatan se rta pengamalan 
budi luhur. 

d. Penghayat kepercayaan terhadap Tuh an Yang Maha Esa 
Penghaya t adalah penganut yang melaksanakan ke­

percayaan terh adap Tuhan Yang Maha Esa dengan ke­
sada ran yang utuh hingga kedalama n bati n, jiwa dan 
rohani . 
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e. Perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa 

Perik ehidupa n masyarakat penghayat kepercayaan 
te rhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup aspek-aspek 
pelaksanaan dan pengamalan kepercayaan terhad ap 
Tu han Yang Mah a Esa dalam tata kehidupan pribadi dan 
sosia l kemasyarakatan, tata cara ritual , serta penjabaran 
ajaran atau tuntunan yang dianut dalam motivasi hidup 
dan moral pengabd ian masing-masing. 



BAB II 
PERMASALAHAN 

I. Pembina/Pamong Budaya Spiritual 
Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat terdapat 

be rbagai masalah yang perlu dipaham i agar p em binaan di­
m aksud mencap ai sasarannya yang berkisa r pada keharu sa n 
ad an ya p engertian yang cukup mengen ai segal a sesuatu ten­
ta ng kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

Sikap persuasif dan menghargai da lam pern bin aan sangat 
dip erlukan . Su a tu kebijaksanaan pem bin aan yang bertitik 
to lak pada sikap mencurigai dan apri o ri m enyalahkan hanya 

ak an menimbulkan sikap apatis dan rnenutup diri pada pi­
h ak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dari Direktorat Pembinaan Penghay at Kepercayaan ter­
h adap Tuhan Yang Maha Esa diharapk an adanya pembinaan 
y ang tepat bagi penghayat kepercaya an te rhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, hingga dengan dem iki an tidak lagi ad a di 
antara para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Ya ng 
Maha Esa yarig merasa dicurigai dan takut-takut dalam m e­
lak sanakan penghayatan kepercayaan te rh adap Tuhan Yang 
Mah a Esa. 
Dengan demikian penghayat kepercayaan terhadap Tu­
han Yang Maha Esa dapat rnelaksanakan haknya sebagai 
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wa rga nega ra se pert i terrn ak tu b da lam Und a ng-U nd ang Da­
sa r 1945 ya ng dipertegas da lam P-4 da n GBH N . 

Seh u bungan de ngan tugas pembinaan diper luirn n tenaga 
pem b ina atau pam ong budaya spiritual ya ng m emah ami 
rua ng lingku p dan teknik pembawaan tugasnya di bidang 
budaya sp irit ual. 

2. Organisasi Pengb ayat 

Dalam ke nyat aan terJ ap at penghaya t :zepercayaan ter­
hadap Tuhan Ya ng Mah a Esa yang t e lah beror ga nisasi le ng­
kap de ngan narna , anggaran dasar dan anggaran rumah tang­
ga , dan ada yang bclum t erwadahi da lam suatu organisas i. 
U ntuk yang berorganisasi maka p embin aan dapat dilakuka n 
m e lalui o rgan isasinya , dengan m engindah i<an "e t entu an­
ke tentuan ya ng ada Jalam Undang-Unda ng Nomo r 8 Tahun 
I 985. Bagi p en ghayat kepercayaa n t erhadap Tuhan Yang 
Maha Esa ya ng belum berorga nisasi dil akukan bimbingan 
m enu rut da ta inve ntar isasi . 

Pada tahap pertam a usaha inventarisasi dan dok um cn­
tasi di laku ka n t erutama bagi penghaya t kepercayaa n terha­
da p Tuh an Ya ng Maha Esa ya ng berorgani sasi . Pada t ahap 
i<:e d ua inventar isasi terbuka bagi pe nghay at kepercayaa n 
terh ada p Tuha n Yang Maha Esa ya ng belum berorganisas i. 
La ngka h selanj utnya dilak ukan pcm bin aa n yang mengarah 
kepada pen erapan Unda ng-Undang No mor 8 Talrnn 1985 
Ja lam i<ehidu pan masy araka t penghayat i<.epercay aan tcr­
hadap Tu han Yang Maha Esa. 

Kh usus mengena1 penghaya t kepe rcayaan te rhadap 
Tu han Ya ng Maha Esa yang belum berorga nisasi pad a dasa r­
nya dapa t d itam pu ng datanya dcngan memjJerhati ka n rua ng 
li ngkup keberadaannya yang se rba sede rhana. 

3. Identi tas Kepercayaai1. 

I:: 

lde ntitas ke percayaa n terh aJa p Tuh an Yang Maha Esa 
dikenal de ngan berbagai istil a il ya itu t untun an . aja ran a tau 



ilmu (kawruh) kebatinan, kejiwaan dan k erohanian, dengan 
corak, ben tuk wadah , pelaksanaan serta pengamalan yang 
beraneka ragam, namun yang di dalamnya terkandung unsur 
dan sifat yang sama yaitu perilaku , ilmu dan hukum suci 
y ang m erupakan pancaran dan penja baran kepercay aan 
serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di­
berka ti petunjuk dan tuntunan-NY A. 

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pembinaan 

Masalah pem binaan buka n semata-m a ta tugas dan tang­
gu ng jawab Pemerintah, tetapi pertama-tama tugas m asing­
m asing pribadi dan masyarakat penghayat yang bersang­
kutan . Khu su s untuk pem binaan oleh masyarakat t erse but 
m ak a wadah nasional penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa (Himpunan Penghaya t Kepercayaan 
T erhadap Tuhan Yang Mah a Esa) perlu ditingk atkan peran­
annya . 

Dengan demikian pembinaan tid ak saja dilakukan oleh 
Pemerintah tetapi juga oleh dan dengan part isipasi wadah 
nasional yang dibentuk oleh pengha ya t kepe rcayaan tcrha­
dap Tuhan Yang Maha Esa sendiri . Wadah tersebut meru pa­
ka n penam pung, pemadu dan penyalur aspirasi penghayat 
kepercayaa n terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

O leh ka rena itu hubungan tim bal balik dan komunikasi 
prak tis antara Pemerintah dengan wadah nasional penghayat 
k ep ercaya an terhadap Tuhan Yang Mah a Esa dip erlukan ter­
m asuk untuk keperluan sa ling memberik an da ta dan in for­
m asi. 

5. Huku m dan Administrasi 

Makna Tut Wuri Handayani h aru s tercermin dalam lang­
kah-langkah pem binaan yang dilakukan oleh Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. Sehubungan denga n itu kebijaksanaan Pem erin­
tah dalam pem binaan akan terasa e fek tif bagi penghayat 
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kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa manakala da­
pat memenuhi kebutuhan para penghayat kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa dalam tata siklus hidupny a. 
Yang diperlukan adalah perlakuan yang tepat , akomodatif 
persuasif dan edukatif di bidang hukum dan administrasi 
yang berlaku dalam tata kehidupan sosial. Realisasi pelak­
sanaan dan penjabaran perlakuan tersebut mendapat per­
hatian khusus dalam rangka pem binaan perikehidupan ma­
syarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. 

6. Koordinasi 
Dalam melaksanakan bagian tugas pembinaan dan peng­

awasan yang menyangkut bidang tugas beberapa instansi, 
perlu diusahakan agar diperoleh kesamaan pengertian, kesa­
tuan pendapat dan sikap serta koordinasi dalam langkah pe­
laksanaan antara berbagai instansi yang terkait, hingga pen a­
nganan masalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa yang timbul dapat diselesaikan dengan me­
mahami titik berat segi pandang terhadap masalahnya dari 
bidang tugas instansi masing-masing. 

Materi koordinasi mendapat perhatian khusus dalam 
kerj asarn a/koordinasi an tar instansi terkai t d a lam pem bi­
naan penghayat kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa . 

7. lnventarisasi dan Dokumentasi 

14 

Inventarisasi dan Dokumentasi dilaksanakan secara ber­
kesinam bungan demi menghimpun data dan informasi ten­
tang: 

a. Penyesuaian Organisasi penghayat terhadap Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan lain-lain, termasuk 
kelengkapan data bagi organisasi yang sudah diinventari­
sasi dan penghayat perseorangan serta kelompok. 



b. Pemaparan budaya spiritual yang dilakukan oleh organi­
sasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dengan birnbingan Direktorat. 
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BAB III 
SASARAN 

I . Mendalami , melestarik an dan mengamalkan nil a i-nilai luhur 
buda ya spiritual bangsa Indonesia dalam rangk a menghayati. 

mengamalkan dan melestarikan Pancasil a. 
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Pcm bangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang ad il dan makmur merata m aterial dan spi ri­
tual berdasarkan Pan casila dalarn wadah negara kesatuan 
Republik In donesia yang merdek a, berd<Julat, bersa tu dan 
berkcdau lat an rak yat dalam suasana perikehidupan bangsa 
y ang aman. tcntc ram. tertib dan dinamis se rta dalam ling­
ku ngan pergaulan dunia yang m erdeka, bersahabat terti b 
dan damai. Hakikat pembangunan bangsa adalah pemba­
ngun an manu sia In d o nesia seutuhnya d an pembangunan 
scluruh ma sya rabt Indones ia be rdasa rkan Pancasila dan 
Und;mg-Undang Dasa r 1945. 

A ta s dasa r pokok pikiran yang demikianlah maka salah 
satu sasaran pembinaan penghayat kepercayaa n terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa adalah menghayati dan mengamalkan 
nilai luhur budaya spi ritual bangsa dalam rangka mengha­
yati, mengamalkan dan melestarikan Pancasila. Nilai luhur 
budaya spiritual yang terkandung dalam kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Mah a Esa dapat menyumbangkan isi 



serta penjabaran nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan 
Pancasila . 

Dalam kaitan inilah diperlukan usaha-u saha untuk terus­
m eneru s mendalami, melestarikan d an m engamalkan n ilai­
nil ai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah a Esa. 

Upaya pemanfaatan penghayat kepercayaan terh adap Tuhan 
Yang Maha Esa sebagai pengemban budi luhur untuk melak­
sanakan waw asan nusantara dalam rangka m ern ant apkan ke­
tah ana n nasio nal. 

Kebu dayaan Indonesia yang m encermink an nil ai-n ilai 
luhur bangsa haru s dipelihara, dibina da n dikembangkan 
gu na m emperku at penghayat an dan pe ngamalan Pancasi la, 
demi m eningkatk an k ualitas hid up , memperk ua t kepriba­
dian bangsa , m cmpertebal rasa harga di ri, kebanggaan na­
sional , memperk okoh jiwa persatu an dan k esatu an bangsa 
serta m ampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-ci ta 
bangsa di masa depan . 

Pem binaan pengh ayat kep ercayaan te rhad ap Tuhan 
Yang Mah a Esa bertujuan untuk dapa t berfungsi sebagai 
pen dukung dan pelaksana pengemban budi luhur bangsa 
dalam melaksanakan wawasan nu san tara untuk memantap­
kan ke tahanan nasional. Agar ketahanan nasional yang ko­
koh dapat tercipta harus digerakk an seluruh potensi masya­
rak at Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa di bin a dan diusahakan untuk d apa t berperan serta de­
ngan mem berikan sum bangan melalui usaha-usaha pening­
katan penghayatan spiritual dan peningkatan kehidupan 
spiritual agar dapat menjadi warga masyarakat yang selalu 
siap menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan 
bangsanya. 

3. Pengamalan kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa 
baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan 
sosial kemasyarakatan menurut dasar kemanusiaan yang 

17 



adil dan beradab dalam rangka pembangunan manusia Indo­
nesia seutuhnya. 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 
warisan rohaniah, yang diyakini oleh sebagian rakyat Ind o­
nesia sejak dulu k ala. Kekayaan rohaniah ini bila dijabark an 
dengan penghayatan dan laku , dapat menjadi sarana hu­
bungan antara manusia dengan Tuha n Yang Maha Esa. 
Dengan penghayatan demikian manusia dapat mencapai 
ketenteraman, kedamaian dan kebahagiaan atas rahmat dan 
petunjuk , karunia serta ridh o Tuhan Yang Maha Esa. 

Nilai-nilai yang terkan dung dalam kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dapat membentuk manusia menjadi 
sadar sepenuhnya terhadap hakikat hidup, dan kehidupan , 
terpancar dalam pengejawantahan pribadinya melalui sikap 
dan penampilan baik dalam kehidupannya secara individu 
maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan. 

Demikian maka pengarnalan kepercayaan tcrhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sasaran dalam pembinaan, 
agar keberadaan penghayat atau penganut kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa bermanfaat terhadap sesama­
nya, bermanfaat dalam pembangunan dan selalu menerap­
kan kepercayaan secara benar-benar menuru t dasar Ketu­
hanan Yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dapat menyumbangkan perannya dalam pembangunan 
spiritu al. 

Nilai-nilai pengamalan yang terkandung dalam kep er­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin di­
w.ujudkan agar kehidupan seorang penghayat mempunyai 
arti bagi kehidupan sesamanya. Pengamalan budaya spiritual 
ini sangat penting untuk ikut membantu pembentukan 
manusia Indonesia seutuhnya. 

4. Penciptaan iklim kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa 
yang di dalamnya terdapat perwujudan penghayatan keper-
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cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara rnurni sesuai 
den gan dasar Ketuhanan Yang Mah a Esa. 

Dalarn Garis-Garis Besar Halu an Negara telah dinyatak an 
bah wa kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap 
Tu han Yang Maha Esa makin dikem bangkan sehingga ter­
bin a hidup rukun di antara sesama um at beragama, di antara 
sesama penganut kepercayaan terhad ap Tuhan Yang Maha 
Esa, selanju tnya antara semua umat beragama dan semua 
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa da­
lam rangk a usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan 
bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama mem­
bangun masyarakat. 

A tas dasar penggarisan dalam Gari s-Garis Besar Halu an 
Negara yang demikian maka usaha m enciptakan iklim keru­
kunan mempakan h a! yang harus dilaksanakan. Kepercay a­
an te rhadap Tuhan Yang Maha Esa diliha t dari aj aran, 
tata ritual dan ci ta-citanya, selu ruhnya bertuj uan untuk 
men capai kedamaian umat manusia. 

Sehubungan dengan ken yataan ya ng demikian maka 
ikl im kerukunan dapat secara serasi dijelmakan antara 
sesama penghayat atau penganut kepercayaa n terhad ap 
Tuh an Yang Maha Esa. Kerukunan , persatuan dan kesatuan 
bangsa yang secara berkesinambungan , selalu ditekankan 
dal am Garis-Garis Besar Haluan Negara itu perlu pula selalu 
diu pay akan perwujudann ya. Karena itu kerukunan di antara 
semua penganut kepercayaan terhad ap Tuhan Yang Maha 
Esa , perlu dibina terus-menerus dalam rangka me ningkatkan 
amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. 

5. Membantu kokoh berdirinya wadah organisasi penghayat 
kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai 
wadah nasional tunggal , sesuai makna Undang-Undang no­
mor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa untuk lebih 
berperan d alam melaksanakan fungsinya organisasi kem asya­
rakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pe-
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ngem bangan yang sejenis. Berhimpun ini dilakukan dengan 
tidak mengurangi kebebasan masing-masing organisasi yang 
be rsangkutan , melainkan hanya untuk mendorong agar da­
lam melaksanakan fungsinya yang sejenis sesuai dengan ke­
samaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat 
lebih berhasil dan berdaya gun a. 

Adapun yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan 
pengem bangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dap at 
menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis tanpa 
menghilangkan identitas masing-masing organisasi baik da­
lam ben tuk gabunga n, pcrserikatan maupun pcrseorangan . 
Dalam ha! kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
ada lah HPK . Dengan demikian, dapat lebih memudahka11 
bagi pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengayom­
an dan dorongan juga tanpa mengurangi kemandirian orga­
nisasi yang bersangkutan. Demi efektifitas dan efisiensi pem­
binaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, wadah Nasional Tunggal bagi organisasi kcpercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa (H PK ) perlu ditingkatkan 
peranannya. 



1 . Jangka Panjang 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Manusia Indonesia harus benar-benar selaras dengan tun­
tunan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya 
manusia lndonesi u senantiasa harus ingat dan sadar serta 
mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Semua perilaku hendaknya dapat dipertanggu11gjawab­
kan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selanjutnya pada se­
sama manusia dengan dirinya. Untu k itu masyarakat peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikel ola 
oleh pembina atau Pamong Budaya_ Spiritual dalam rangka 
menanamkan dasar-dasar budi luhur dan pcnerapannya da­
lam kchidupan sehari-hari. 

Pada hakekatnya segala daya dan upaya tersebut adalah 
dal am rangka mencapai kesadaran diri pribadi dalam hu­
bungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, 
dan al am semesta. Pem binaan penghayat kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian perwu­
judan pem bangunan yang tel ah digariskan dalam Garis­
Garis Besar Haluan Negara yaitu untuk membangun manusia 
Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, serta ter-
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capainya kesdarasan keserasian dan keseimbangan antara 
kehidupan jasmaniah dan rohaniah. Pembinaan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar benar-benar 
sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. menuru t 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 

2. Jangka Menengah 
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Dalam melaksanakan perikehidupan kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan penghayatan 
dan pengamalan Pancasila, penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mendalami nilai­
nilai luhur yang tertanam dalam penghayatan dan pengam al­
an Pancasila. 

Kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
diharapkan agar rnenyumbang demi terwujudnya kerukunan 
dalam masyarakat Indonesia. 

Un tuk itu terlebih dahulu diperlukan pengertian masya­
rakat umum tentang keberadaan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa berikut perikehidupan. Dengan titik 
tolak_ tcrsebut akan makin terbina hidup rukun di antara 
sesama Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan antara sernua penghayat dengan semua urnat ber­
agama. Dalarn rangk a pernbinaan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Mah a Esa dilakukan kegiatan inven­
tarisasi, dokumentasi dan pemantapan ciri-ciri kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa diteruskan. Selain itu dalam 
rangka pemaparan budi luhur dilakukan penyebarluasan 
informasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa me­
lalui media televisi , radio dan media cetak Jainnya, serta 
pemaparan budaya spiritual dengan bimbingan Direk torat. 

Komunikasi antar penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui sarasehan dan ke­
scmpatan pengarahan serta konsultasi. Di samping itu di­
adakan kesempatan untuk rnemperdalarn pengetahuan ten-



tang pembinaan penghayat secara keseluruhan bagi para 
pembina atau pamong budaya spiritual didukung oleh pe­
nyusunan Silabus Bimbingan Tenaga Pembina. 

Keseluruhan usaha tersebut merupakan bahan bagi pe­
man tapan pola kebijaksanaan pembinaan penghayat keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Repelita V. 

3. Jangka Pendek 

Realisasi pelaksanaan program jangka menengah dalam 
Rcpelit a V dituangkan bcrupa program operasional jangka 
pen dek yang pelaksanaannya dilak ukan oleh Direktorat 
Pem binaan Penghayat Kepcrcayaan tcrhadap T uh an Yang 
Mah a Esa dcngan mcmpcrhatikan pcnajaman skala prioritas 
da n sasJ. ran pem binaan sesuai pcnycmpurnaan dan pengern­
bangan pedoman ini. 
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BAB V 
PEN UT UP 

Dengan adanya pedoman pembinaan penghayat kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat memperje­
las pengertian , ruang lingkup maksud dan tujuan , permasalahan , 
sasaran dan program pembinaan , sehingga terdapat kesatuan 
sikap , pandang, dan langkah dalam pembinaannya. 

Berhasilnya program pem binaan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat bergantung pada sikap , 
kesadaran akan disiplin serta rasa tanggung jawab , baik dari 
para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
maupun dari para pembinanya . 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal : 11 Nopem0er 1988 

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAY AAN, 

ttd . 

Ors . GBPH POEGER 
NIP. 130 204 562 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
Kepala Bagian Tatalaksana Setditjenbud , 

24 

ttd. 

SUT ARSO, SH. 
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KEPUTUSAN 
DIREKTUR PEMBINAAN PENGHAYAT 

KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 
NOMOR : 009/F .6/C. l / 1989 

TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHA Y AT 
KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTU R PEMBIN AAN PEN GH A YA T 
KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA , 

MEN IMBA NG 1. Bah wa Ped om an Pern binaan Pengha­
ya t Kepercayaa n T crhad ap Tuh an 
Yang Mah a Esa ya ng ditetapkan de­
nga n Keputu sa n Di rektur Jende ral 
Kebudayaan ta nggal 11 Nopember 
1988 Norn or : 0 95 7/F.l.lV / E.88 per­
Ju dipedom ani secara teknis agar le­
bih memperj e!as dan memperlancar 
penerapannya sesu ai dengan perkem­
bangan keadaan dan kebijakan Peme­
rintah dalam Repelita V. 
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MENGINGAT 
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2. Bahwa berhubung dengan ha! terse­
but pada angka I , rnaka perlu dite­
tapkan suatu Keputusan Direktur 
Pembin aan Pcnghayat Kepercayaa n 
te rhadap Tu han Ya ng Maha Esa ten­
tang Pedoman Teknis Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan terhadap Tu­
han Yang Maha Esa. 

I. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan MPR RI : 
a. Norn or II / MPR/ 1978 ten tang Pe­

dornan Penghayatan dan Penga­
malan Pancasila. 

b. Nomor ll /MPR/ 1988 tentang Ga­
ris-garis Besar Haluan Negara. 

3 . Unuang-Undang Nomor 8 tahun 
1985 tentang Organisasi Kemasyara­
katan. 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 ta­
hun 1986 tentang Pelaksanaan Un­
dang-Undang Nomor 8 tahun 1985 . 

5. Keputusan Presiden Republik Indo­
nesia : 
a. Nomor 44 tahun 1974. 
b. Nomor 15 tahun 1984. 
c. Nomor 202/M/tahun 198 7. 

6 . Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia : 
a. Norn or 0145 / 0/1979 tanggal 30 

Juni 1979. 
b. Norn or 0222e/O/ 1980 tanggal 1 1 

September 1980 jo Nomor: 090/ 
Of 1983 tanggal 28 Pebruari 1983. 



7. Kepu tusan Direk tur J enderal Kebu­
dayaan Nomor: 0957/F.I.IV/1988 
tanggal 11 Nop ember 1988. 

MEMPERHATIKAN: Hasil Bimbingan Tenaga Pe~bina Peng­
hayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa tanggal 26 sampai de­
ngan tanggal 28 April 1989 di Cisarua, 
Bogar, Jawa Bara l. 

MENETAPKAN 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINA­
AN PENG HAY AT KEPERCA Y AAN 
TERHADAP TUHAN YANG MAHA 
ESA TENT ANG PEDOMAN TEKNIS 
PEMBINAAN PENG HAY AT KEPER­
CA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG 
MAHA ESA. 

1. Mengesahkan Pedoman Teknis Pem­
binaan Penghayat Kepercayaan Ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
a cu an bagi a pa ra t pem bina peng­
hayat kepercayaa n terhadap Tuh an 
Yang Maha Esa dalam melaksanak an 
tugas dan fungs inya sebagaimana 
yang dimaksud dalam Keputusan Di­
rektur Jenderal Kebudayaan Nomor: 
0597/F.I.IV/E.88 tentang Pedoman 
Pem binaan Penghayat Kepercay aan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pedoman Teknis Pembinaan Pengha­
yat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa merupakan lampiran 
yang tidak terpisahkan dengan ke­
putusan ini. 
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3 . Keputusan ini mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
27 Juli 1989 

DIREKTUR PEMBINAAN PENG HAY AT 
KEPERCAYAAN TERHADAP 
TUHAN YANG MAHA ESA, 

ttd . 

Ors . K. PERMADI , SH. 
NIP. 13148 1 451. 



LAMPIRAN: Keputusan Direktur Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
Nom or 009/ F.6/C.1 / 1989 
Tanggal 27 Juli 1989 

PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN PENGHA YA T 
KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

1. Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila 
serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa 
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meme­
luk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu . Atas dasar kepercayaan 
bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu maka 
perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan 
terh adap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan peng­
hayatan dan pengamalan Pancasila. 

Kehidupan keagamaan dan kepercay aan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa makin dikembangkan , sehingga terbina hi-
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dup rukun di antara sesam a urnat beragama di an tara sesarn a 
penganut kepercayaan terhadap Tuh an Yang Maha Esa, dan 
antara sem ua u m at beragama dan semua penganut keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalarn usaha memper­
kokoh kesatu an dan persatuan bangsa dan meningkatkan 
amal untuk bersama-sama membangun masyarakat. 

Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka pembangunan kebu­
dayaan karena kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa 
da lam kenyataannya rnem ang merupakan bagian ke bu daya­
an n asional yang hidu p dan dih aya t i o leh sebagian ba ngsa 
Indonesia. 

Pada d asarnya kepercayaan terhad ap Tuhan Ya ng Maha 
Esa m erupakan warisan dan kekayaan rohaniah ra kyat kita. 
Dalam hubungan in i pembinaan penghayat kepercay aan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan kepad a pembin a­
an bu di luhur bangsa se bagai salah satu aspek pem bangunan 
ma nu sia seutuhnya. 

Selama Pelita III dan IV , pembinaan penghayat keper­
cayaan terhad ap Tuhan Yang Mah a Esa diped omani oleh 
Kepu tusan Direktur J enderal Kebudayaan Nomor: 02 I / A. I/ 
1980. Selama itu pula telah diperoleh kemajuan-kemajuan 
dalam pem binaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

Kemudian, sehu bungan dengan berlakunya U ndang-U n­
dang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyara­
katan , Direktur Jenderal Kebudayaan menerbitkan Surat 
Keputusan Nomor: 0957/ F . 1.IV/E.88, sebagai perubahan 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 
021 / A . 1/1980. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1985 tersebut, Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebuda­
yaan Nomor: 021/A. 1/1980 dirasakan perlu disempurnakan. 



Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nom or: 
0957/ F. l .IV/E.88 tersebut dirasakan masih bersifat umum 
karena memuat pokok-pokok kebijaksanaan yang masih 
perlu dij abarkan lebih lanjut, sehingga diharapkan dap at 
menjadi pedoman kerj a yang lebih jelas bagi para pembina 

J a1 am menjal ankan tugasnya. Oleh kare na itu disusun Pedo­
man Tekn is Pcmbinaan Penghayat Kepe rcayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa yang mcru pakan penj abaran dari 
Su rat Keputu san Direktur Jenderal Kebu dayaan Nom or: 
095 7/F . 1 .IV / E. 88, sebagai salah satu wahana pcmbinaan 
penghay at kepercay aan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2 . Dasar 

a. Pancasila 
b. Undang-Undang Dasar 1945 
c. TAP MPR Nomor 11 / MPR/ l 978 tenta ng P-4 
cl . TAP MPR Norn or IV / MPR/ 1978 ten tang GBHN 
L'- TAP MPR Nomor II / MPR/1983 ten tang GBHN 
f . TAP MPR Norn or II / MPR/ I 98 8 ten tang GBHN 
g. Unda ng-Undang Nomo r 8 Tahun 198 5 
h. Keputusan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 1978 yo Nomor: 40 Tahu n 1978. 
1. Keputu san Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 198 J. 
J. Keputusan Menteri Pendidikan cl an Kebudayaan Nomor 

0222e/O/ 1 980 clan Norn or 0284/ 0/ 1980 yo Norn or 
025 5/0/1 98 1. 

k. SK Mendikbud Nomor 0173 / 0/ 1981 yo Nomor 026 2/ 
Of 1984 ten tang Organisasi dan Tatalaksana Kan wil 
Depdikbud. 

I. Keputusan Direktur Jenderal Ke budayaan Nom or: 
095 7/ F.IV/E.88 tentang Perubahan Keputus:m Direk­
tur Jenderal Kebudayaan Norn or 02 I/A. I/ 1980. 
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3. Tujuan 

Pedorn an Teknis Pc mbinaan Pengha yat Kcp ercayaa n ter­
hJdap Tuhan Yang Maha Esa bert uju an untuk rnembcrik an 
pedoman kepad a para pem bi n a agar : 

a. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah a Esa tidJk 
mengarah pada pembentukan agama baru . 

b. Pelaksanaan kepcrcayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa benar-benar sesuai dcngan dasa r Ketuhanan Yang 
Maha Esa rn enurut dasar kemanusiaan yang acii l dan 
be rad ab . 

c. Ajaran yang terkandung dalam kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa bcnar-be nar mengem ban bu di 
pekerti luhur. 

d. Diusahakan peran se rta penghayat kepercayaa n terhadap 
Tuhan Yang Mah a Esa sebagai pcngemban budaya na­
sio nal. 

e. Para penghaya t kepen.:ayaan terhadap Tuhan 't'ang Maha 
Esa rnernahami buclaya spiritual yang sesuai dengan ke­
pribadian bangsa. 

4. Ruang Lingkup 

38 

Pembinaan Penghay at Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dil akuka n olch Dircktorat Pernbinaan Peng­
hayat Kepercayaan te rhadap Tuhan Yang Mah a Esa aJalah 
seperti yang digarisk an clalam Garis-Garis Besar J-l aluan Ne­
gara dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta diwu­
judkan dengan pembinaan pcrikehiclupan rnasyarakat peng­
hayat kepercay'aan terhaJap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa 
mencampuri perilaku penghayatan kepercayaan atau key a­
kinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghaya t 
kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Sehubungan dcngan ha! tersebut maka dalam pedoman 
teknis ini han ya membahas hal-hal yang berkaitan dengan 



perikchidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. dan tidak mem bahas hal-hal yang 
berkaitan dengan perilaku penghayatan kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa. 
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BAB II 
INST ANSI PEMBINA DAN HUBUNGAN KERJA 

ANTAR INSTAN SI PEMBINA 

1. Instansi Pembina 

40 

a. Pembina Umum 

Tugas pem b inaa n umum organ isasi kernasyarakatan 
d ilakukan o lch Departemen Dalam Negeri . dimuat da­
lam Peraturan Pem erin tah Republik Ind o nesia Nomor 
18 Tahun 1986. 

Pasal I Pera tu ran Pemerintah Repu blik Indonesia 
Nomor 18 T ahu n 1986 tcntang Pelaksanaan Undang­
Undang Nom or 8 Tahun 198 5 tcntang Organisasi Kema­
syarakatan menj elask an : 

I ) Peme rintah adalah Pemerintah Pusat , Pemerintah 
Dae rah Tin gkat I ad alah Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah 
Bupati /Walik o tamady a Kepala Daerah Tingkat II. 

2) Pembinaan adalah setiap bentuk usaha untuk mem­
bim bing. rn engayomi dan mendorong organisasi 
kernasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat 
clan mandiri , mampu berperan serta dalam melaksa-



nakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukan­
nya dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

3) Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang Poli­
tik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidup­
an bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berda­
sarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
menjamin persatuan dan kesatuan bangsa , berperan 
serta secara aktif dalam pembangunan nasional se­
bagai pengamalan Pancasila. 

Pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan : 

1) Bim bingan dilakukan dengan cara mem berikan sa­
ran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendi­
dikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi 
kemasyarakatan dapat tum buh secara sehat dan 
mandiri serta dapat melaksanakan f ungsinya dengan 
baik. 

2) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan 
perlindungan hak sesuai dengan Pera tu ran Pemn­
dang-Undangan yang berlaku. 

3) Pem berian dorongan dilakukan dengan cara meng­
gairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas 
yang positif, memberikan penghargaan dan kesem­
patan untuk mengembangkan diri agar dapat melak­
sanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai 
tujuan organisasi. 

Pasal 15 menjelaskan : 

Pembinaan Umum organisasi kemasyarakatan dila­
kukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ 
Walikotamadya sesuai dengan ruang lingkup keberadaan 
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 

Pasal 18 menjelaskan : 

1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan 
yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, 
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dan/ atau menerima bantuan pihak asing tanpa per­
setujuan Pemerintah Pusat dan/ atau mem beri ban­
tuan keµada pihak asing yang rn erugikan bangsa dan 
negara dapat dibekuK.an pengurusann ya. 

2) Pernbekuan oleh Pemerinta h sesuai dengan ruang 
lingkup keberadaan orga nisasi ya ng bersa n g!~ uta n . 

u. Pembina Teknis 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nom or 27 jo Ke­
putusan Presiden Nomor 40 tahun 19 78, tugas pem bi­
naa n penghayat i<epercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa berada dalam lingkungan tugas Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ter­
sebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan m enerbit­
kan Surat Keputusan Nomor 0222e/ O/ 1980, di antara­
nya mernuat tentang Keb ijaksanaan Pem bnaan Peng­
hayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
ada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun pen­
jenjangan lingkup tugas pembinaan penghayat :~eper­

cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai 
bcrikut: 

J) Direktorat Pembinaan Penglzayat Kepercay aan ter­
lzadap Tu han Yang Maha Esa. 

Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas 
melaksa nakan sebagian tugas-tugas poko k Direktorat 
Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehi­
dupan masyarai<.at penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ke­
budayaan . 

Selanjutnya guna penyelenggaraan tugas tersebut 
dalam Pasal 128 disebutkan tentang fungsi dari 



Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa ia lah: 

a) Merum uskan kebijak.an tek nis pem binaan peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. 

b) Melaksanakan dan mem bina usaha dan program 
pem binaan penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa . 

c) Me laksanakan tata usaha Direktorat. 

Kebij ai< an teknis dari Direk torat Jenderal Keb u­
dayaan m engena i pcmbinaan perikehidupan masya­
raka t penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dituangkan da1am bentuk Surat Keputu s­
an Direktur Jenderal Kebudayaan Nom or 095 7/ 
F.I.Vl/ E.1988 tentang perubahan Keputusan Direk­
tur Jenderal Kel> udayaan No m or 021 I A.1/1980 
tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2 ) Ka11tor Wilayah Departemen Penclidikan dan J\.ebu­
dayaan Ji Propinsi. 

Tugas pem binaan pengl1ayat kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa di Propinsi dijalankan 
oleh Kantor Wilayah Departeme n Pendidikan dan 
Kcb udayaan yang dalam ha! ini secara tekn is dila b 1-
kan oleh bidang PSK / oidang Jarahnitra sesuai Kepu­
tusan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu bl ik 
Indonesia Nomor 0262/ 0/ 1984 ten tang perubahan 
beberapa Pasal dari Bab I Kep utusa n Menteri Pendi­
dikan dan Kebudayaan Norn or 0173/ 0/ l9 b3 ten tang 
organisasi dan tata kerja lnstansi Vertikal Departe­
men Pendidikan dan Kebudayaan. 

Adapun perincian tugasnya adalah sebagai berikut : 
a) Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi ke­

percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 
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b) Melakukan pem binaan teknis sesuai petunjuk 
Direktorat Jenderal Kebudayaan C.q. Direktur 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 

c) Membantu Pemerintah Daerah Tingkat I dalam 
melakukan pembinaan sesuai Perundangan. 

d) Memecahkan permasalahan bersama instansi 
terkait dengan pembinaan penghayat kepercaya­
an. 

e) Melakukan Temu Budaya Spiritual. 

f) Menyusun laporan. 

3) Kantor Departemen Pe11didik.a11 dan Kebudayaan 
Kabupaten / Ko ta mad ya 

Dalam menangani masalah perikehidupan masya­
rakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa di Kabupaten/Kotamadya ada pada Seksi 
Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dengan rincian 
tu gas se bagai beriku t : 
a) Mengadakan lnventarisasi dan Dokumentasi Ke­

percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 

b) Melaksanakan pembinaan teknis sesuai petunjuk 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

c) Mengadakan konsultasi dengan instansi terkait 
dengan pem binaan kepercayaan; 

d) Menyusun laporan kegiatan pembinaan pengha­
yat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah a 
Esa. 

4) Kantor Departemen Pendidikan dan Kebuda:vaan 
Kecamatan 

Dalam menangani masalah perikehidupan peng­
h ayat kepercayaa n terhadap Tuhan Yang Mah a Esa 



di Kecamatan ada pada Penilik Kebudayaan Kantor 
Departemen Pendidikan d an Kebudayaan Keca­
matan dengan rincian tugas sebagai berikut: 

a) Mengadakan Inven tarisasi dan dokum cntasi ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

b) Melakukan pem binaan teknis sesuai petunj uk 
Kandep Dikbud ; 

c) Melakukan konsultasi den gan instansi terkai t ; 
d) Menyusun laporan . 

c. Pembina Terkait 

1) Kepolisian Republik Indon esia 

Ses uai den gan rumu san tersebut pada pasal I 
aya t (I) Undang-Undang Nomor 13/196 1: " Kepoli­
sian Negara Rep ublik Indonesia selanju tnya disebut 
Kepolisian Negara, ialah ala t Negara Penegak Huk um 
yang terutama bertugas m emelihara keamanan di 
dalam Negeri". Kemudian dije laskan pula bah wa 
sesuai Undang-Undang Norn or 13 / 1961 pasal 1 
ayat (2) : "K epolisian Negara dalam menjalankan 
tugasnya selalu menjunjun g tinggi hak-hak azasi rak­
yat Negara Indonesia". 

Ke polisian Negara dalarn melaksanak an keten tu­
an-keten tuan yan g tertera dalarn pasal 1 Undang­
Un dan g Nomor I 3/ 1962 memp unyai tugas sebagai­
mana disebutkan rumusannya dalam pasal 2 Un­
dang-Undang Nomor 13/ 1961. agar ses uai den gan 
pengertian aslinya, rumusan dimaksud diketeng:a h­
kan kutipannya sebagai beriku t : "Dalam melaksana­
kan ketentuan-ketentuan dalam pasal I maka, 
Kepolisian Negara mempunyai tugas : 

a) (I) Memelihara ketertiban dan menjam in kea­
manan umum ; 
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(2) Mencegah dan memberantas menjalarnya pe­
nyakit-penyakit masyarakat; 

(3) Memelihara keselamatan negara terhadap 
gangguan dari dalam; 

( 4) Memelihara keselamatan orang, benda dan 
masY.arakat termasuk memberi perlindungan 
dan pertolongan ; 

(5) Mengusahakan ketaatan warga negara dan 
masyarakat terhadap Peraturan-Peraturan 
Negara . 

b) Dalarn bidang peradilan mengadakan pen yi dik an 
atas kcjahatan dan pelanggaran mcnurut ketcn­
tuan-k etentuan dal am Und ang-Und ang Hukum 
Acara Pidana dan lain-lain pera tu ran negara. 

c) Mengawasi aliran-aliran kepcrcayaan yang dapat 
membahay akan m asyarakat dan negara. 

d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain ya ng di­
berikan k epadanya oleh suatu Peraturan Negara. 

Selanjutnya mengenai wewenang dan kewaj iban 
Kepolisian Negara dalam Bab Ill Un<lang-Undang 
Nomor 13/1961. Pasal 13 Bab III Undang-Undang 
tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan 
penyidikan Kepolisian Negara mem pu nya1 wewe­
nang : 
a) Mcnerim a pengaduan ; 
b) Mem erik sa tanda pengenalan; 
c) Mengambil sidik jari dan memotret seseora ng: 
d) Menangkap seseorang; 
e) Menggeledah bad an; 
f) Menah an orang semen tara; 
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa ; 
h) Mendatangkan ahli. 

Dalam pasal tersebut juga dit egaskan bahwa pe­
laksanaan tindakan butir a sampai dengan h harusl ah 



dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Un­
dang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pera­
twan Negara dengan senantiasa mengindahkan nor­
ma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan 
dan kesusilaan. 

Di samping itu , demi lurusnya tindakan-tindakan 
yang diambil, maka pasal 14 Und ang-Undang terse­
but menyebutkan bahwa "Menteri mengawasi agar 
penahanan dan perlakuan terhadap orang yang dita­
h an oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara dilaku­
ka n berdasark an Hukum dan me ngadakan ketentu­
an-ketentu an guna pelaksanaan pengawasan tersc­
bu t" . Se bagai sanksi terhadap terj adinya kesalahan­
kesalahan maka penj elasan Unda ng-Undang No mor 
13/196 1 dalam penjelasan pasal 14 menyebu tk an : 
" Pengawasan ini ditujukan kepada syah a tau tid ak­
nya penahanan-penahanan orang sepanjang dilaku­
kan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara. Pejabat­
pejabat yang menahan orang tidak berdasarkan hu­
kum , dikenak an Hukum Adm inistratif dan dari / hu­
kuman Pidana" . 

Dengan demikian dapatl ah dil1arapkan bahwa 
tu gas dan wewenang Kepol isian Negara tersebut 
akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab , se­
hingga terjagalah keabsyahannya . 

:!. ) Kejaksaan 
Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 1961 tentang 

ke tentuan-ketentuan pokok Kejaksaa n Republik ln­
donesia/Undang-Undang pokok Kejaksaan , merupa­
k an dasar Kejaksaan melakukan pengawasan terha­
dap pclaksanaan kehidupan m asyarakat penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

a) Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut 
menyatakan bahwa : 
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(I) Kejaksaan Repu blik Indonesia selanju tnya 
disebu t Kejaksaan ialah alat negara Penegak 
Hukum yang terutama bertugas- sebagai pe­
nuntu t Urnurn . 

(2) Kejaksaan dalarn menjalankan tugasnya sela­
lu rnenjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 
dan Hukum Negara. 

b) Dalam Pasal l ayat (l) dan (2), Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 196 l di atas, Kejaksaan mem­
punyai tu gas yang rumusannya sebagai berik u t: 

(I) Pasal 2 ayat (l) : 
(a) Mengadakan penuntutan dalam perkara­

perkara pidana pada pengadilan ya ng 
berwenang; 

(b) Menjelaskan Keputusan dan penetapan 
H akirn Pidana. 

(2) Pasal· 2 ayat (2): mengadakan penyidikan 
lanjutan t erhadap kejahatan dan pelanggaran 
serta mengawasi dan mengkoordinasik an 
alat-alat penyidik rnenurut ketentuan-keten­
tuan dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana dan lain-lain Peraturan Negara . 
Dalam penjelasan dinyatakan bahwa : 
Untuk kesempurnaan tugas penuntutan . 
J aksa perlu sekali mengetahui sejelas-j elas­
nya semua pekerjaan yang dilakukan dalam 
bidang penyidikan perkara dari permulaan 
sampai pada akhir yang seluruhnya itu harus 
dilakukan atas dasar hukum . Hal ini, ialah 
apakah pada akhirnya segala tindakan petu­
gas-petugas yang melakukan penyidikan , 
adalah benar-benar berdasarkan hukum, 
akan diminta pertanggungjawaban oleh Ha­
kim di muka sida.ng Pengadilan. Dan J aksa 



!ah yang di muka umum harus mempertang­
gungjawabkan semua perlakuan terhadap 
terdakwa itu, dari mula-mula terdakwa di­
sidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu 
ditahan dan akhimya apakah tun tu tannya 
yang dilakukan oleh Jaksa itu syah dan 
benar atau tidak menuru t Hukum , sehingga 
benar-benar perasaan keadilan masyarakat 
dipenuhi. 

(3) Ayat (3): mengawasi aliran-aliran kepercaya­
an yang dapat mem bahayakan masyarakat 
dan negara. Rumusan penjelasan memenuhi 
ayat (3) ini ialah : 
"Pelaksa naan tugas dalam ayat ini dijiwai 
oleh kesadaran akan Sila Pertama dari pada 
Negara kita. Tindakan "mengawasi" sudah 
mengandung tindakan-tindakan tertentu ter­
hadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat 
membahayakan masy arakat dan Negara, dan 
tindakan-tindakan ini meru pakan juga pen­
cegahan" . 

(4) Aya t (4): melaksanakan tugas-tugas khusu s 
lain yang diberikan kepadanya oleh suatu 
Peraturan Negara. 

Di samping pasal 1 dan 2 di atas, perlu 
diperhatikan juga bahwa untuk menjalankan 
tugas/menunaikan tugasnya, Kejaksaan juga 
diharnskan memperhatikan asas-asas kerja­
sama yang sebaik-baiknya dengan instansi­
instansi lain. (Pasal 4 Undang-Undang No­
mor 15 tahun 1961 ). 

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa 
pernyataan dalam Undang-Undang ini me­
ngandung arti yang sangat luas, maka sa­
sarannya meliputi seluruh wilayah Negara 
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dan aliran masyarakat yang luas pula, yai tu 
tidak saja terhadap perikehidupan masyara­
kat penghaya t kcpercayaan terh ad ap Tuhan 
Yang Maha Esa, tetapi meliputi: 

(a) Seluru h aliran kepercayaan masya rakat 
yang bersurnber kepad a agama-agama 
d:.liam bentu k alir9 n-aliran keagamaan 
yang meliputi gerak an-gcrakan agama. 
sekte-sekte agama dan pcngclompokan 
jemaah-jem aah keaga rn aan . 

(b) Selu ruh ali ran kepercayaan masyarakat 
yang bersumber k epad a Bud aya Leluhu r 
yang be rwuj ud d alam bentu k kepercaya­
an budaya seperti: aliran keba tina n. ke­
jiwaan . kerokhanian / kcp ercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa (b ail< ya ng 
terhimpun dala m himpuna n penghayat 
kepcrcayaan terhadap Tuha n Yang Maha 
Esa maupun yang tidak) , rnistik-m istik 
pendukunan . peram alan da n pa ranormal. 
Sedangkan beberapa pengcrtia n keperca­
yaan t erhadap Tu h an Yan g Maha Esa 
dapa t diuraikan sebagai beriku t : 

( a) Kepercay aan te rhadap Tu han Yang 
Maha Esa tidak m erup aka n agama 
da n tid ak mengarah kepada pembcn­
tu kan agama baru, dalam arti bahwa 
icl entitas tuntunan yang d ianu t ada­
lah produk interaksi bebas dalam 
menghayati keterlibatan a tau keterja­
linan hubungan dan keterikatan atau 

ketergantungan hidup manusia de­
ngan Tuhan Yang Maha Esa. 

(b) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 



Maha Esa bukanlah filsafat dalam 
arti produk olah pikir, melainkan di­
hayati melalui pemusatan kesadaran 
yang utuh atau penghayatan Budaya 
Spiritual dalam menyerahkan diri se­
penuhnya terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, hingga memperoleh tun­
tunan-Nya dalam wujud perilaku pri­
badi yang disertai Hukum serta llmu 
yang mengelola sikap penghayatan 
rohani, dan pelaksanaan serta penga­
malannya dalam kehidupan pribadi 
dan sosial kemasyarakatan. 

(c) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dalam pengejawantahan 
Budaya manusia Indonesia tidak ber­
sifat tertutup dan memungkinkan 
tertampungnya proses akulturasi da­
lam kehidupan sosial budaya, yang 
didukung oleh pengertian bahwa se­
genap unsur hidup dan siklus kehi­
dupan mengarah kepada serta ber­
sum ber pada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. 

(d) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa membuka ruang dan ke­
sempatan untuk menghayati dan me­
nyelami berbagai ungkapan supra ra­
sional atau gaib,;· namun selalu meng­
u tamakan penempatan segenap ung­
kapan itu sesuai tingkat dan hubung­
annya dalam naungan Kebesaran dan 
Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 

(e) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa mem buka kemungkinan 
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bagi usaha untuk memahami dan 
menghargai identitas dan eksistensi­
nya dengan aka! dan penalaran yang 
sehat dalam rangka pembinaan budi 
luhur bangsa dan pengamalan budi 

pekerti kemanusiaan yang luhur. 

c) Kriteria Pengawasan 
Kriteria Pengawasan yang dilakukan Kejak­

saan adalah bersendikan kepada : 

(l ·) Ketenteraman kchidupan beragama dan ber­
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa ; 

(2) Adanya tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan 
yang bertentangan atau melanggar suatu per­
aturan Hukum yang berl aku ; 

(3) Terbukti menimbulkan gangguan keamanan 

dan ketertiban umum ; 

(4) Terbukti bertentangan dengan Policy/ kebi­
jaksanaan Pemerintah: 

(5) Terbukti menjadi alat / tempat berlindung 
orang-orang yang berusaha/ melakukan k e­
giatan-kegiatan untuk kepentingan organisasi 
terlarang. 

Tugas pengawasan dimaksud agar aliran­
aliran kepercayaan masyarakat itu dalam p er­
kem bangannya tidak menyimpang dari tujuan­
nya semula yang sesungguhnya baik, t iciak me­
nyimpang dari garis pembinaan yang dilakukan 
oleh Departemen · Agama dan Depart em en Pen­
didikan dan Kebudayaan, sesuai dengan yang di­
tentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR/GBHN 
serta lain-lain Perundang-Undangan yang berla-



ku . Dengan demikian maka instansi pembina 
dan yang terk ait dapat melaksanak an pening­
katan pembinaan sesuai garis kebij aksanaan Pe­
merintah. 

3) Departemen Kehakiman 
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 19 70 

tentang ketentuan-ke tentuan pokok kekuasaan Ke­
hakiman, antara lain disebutk an : 

a) Pasal I 
Kekuasaan Kehakim an adalah keku asaan Negara 
ya ng Merdeka untuk m enyelenggarakan perad il­
an guna m enegakkan Hu kum dan Kcadilan ber­
dasa rkan Pancasila , demi terselenggaranya Nega­
ra Hu kum Republik Ind onesia. 

b) Pasa l 2 ayat (I) 
Penyele nggaraan keku asaan Kehakirn an tercan­
tum dalam . Pasal 1 diserahkan kepada badan­
badan perad ilan dan ditetapkan dengan Und ang­
Und a ng, dengan tugas pokok untuk menerima 
m emeriksa dan mengadili serta m enyelesaikan 
setiap perk ara yang diajukan kepa dan ya. 

c) Pasal 4 ayat 1 
Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BER­
DASARKAN KETUHANAN YAN G MAHA 
ESA " ~ 

d) Pasa l 5 ayat I 
Pengadilan mengadili rn enurut Hukum dengan 
tidak membeda-bedakan o rang. Sedangkan da­
larn nenjelasannya adalah : 
"lni semua menjamin hak-hak asasi manusia 
yang mendapatkan perlin dungan dalam Negara 
berdasarkan Pancasila" . 

53 



54 

4) Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tulzan 
Yang Maha Esa. 

HPK (Himpunan Penghayat Kepercay aan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa) mernnakan kelanjutan 
dari SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan, Ke­
batinan , Kejiwaan, Kerokhanian) yang dibentuk 
sebagai hasil MUNAS I Kepercayaan pada tahun 
1970. 

Sejak didirikan SKK sampai dengan terbentuk­
nya HPK itu dirnaksudkan agar dapat rnenjadi wa­
dah nasional tunggal bagi segenap penghayat/ orga­
nisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
dan maksud itu mendapat restu pemerintah. Pelaksa­
naannya diserahkan kepada proses perkembangan 
HPK sendiri, dan kepada Direktorat Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa sebagai pembina dari pihak pemerintah. 

HPK telah mengalami proses konsolidasi melalui 
empat kali Munas, terakhir Munas IV dalam tahun 
1984 sedangkan Direktorat Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam 
Sarasehan Penghayat Tingkat Nasional dalam tahun 
I 981 telah rnemperoleh kepercayaan segenap pe­
serta Munas untuk menjembatani tercapainya HPK 
sebagai wadah nasional tunggal dirnaksud. 

Dengan adanya Undang-Undang Nornor 8 tahun 
1985 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri No­
mor 5 tahun I 986, telah tiba waktunya untuk me­
mantapkan HPK sebagai wadah hirnpunan sejenis 
yang tunggal bagi segenap organisasi kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang juga melaku­
kan pem binaan kepada para anggotanya. 

Di samping kerjasama dengan instansi yang terkait de­
ngan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa seperti yang disebut di atas, tidak tertutup 



kemungk inan dikembangkannya kerjasama dengan instansi 
lain seperti BP-7 dalam memasyarakatkan nilai-nilai luhur 
kep ercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 
Pa ncasila , Departemen Penerangan dalam penyediaan sarana 
pen ye barluasan informasi mengenai kepercayaan terhadap 
Tu han Yang Maha Esa melalui TVRI dan RRI dan lain-lain. 

2. Hubungan Kerja An tar Instansi Terkait 

Berdasarkan keterkaitan fungsi dan tugas sebagaimana 
diu ngkapkan di atas, dipahami bahwa pembinaan penghayat 
kep ercayaa n terhadap Tuhan Yang Maha Esa melibatkan 
beberapa instansi dan lembaga, yang langsung atau tidak 
langsung menimbulkan suatu hubungan kerja. 

Di bawah ini diungkapkan sebagian hubungan kerja se­
ca ra lebih konkrit. Kerjasama ini dilakukan dari tingkat 
Pusa t sampai Daerah sesuai dengan penjenj angan yang ada 
baik instansi Departemen Pendidikan dan Kebuday aan 
mau pun instansi terkait. 

a. Departemen Dalam Negeri 
Hu bungan kerja Departemen Dalam Negeri sebagai 

pembina umum organisasi kemasyarakatan dengan 
instansi-instansi lain diatur dalam pasal 16 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986. 
Pasal tersebut menyebutkan : 

1) Pem binaan teknis organisasi kemasyaraka tan dilaku­
kan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Non 
Departemen yang membidangi sifat kekhususan 
organisasi yang bersangkutan. 

2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasya­
rakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di 
bawah koordinasi Gubernur, Bupati, Walikotamadya. 

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari 
hu bungan kerja di bidang pembinaan organisasi keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara Departe-
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men Dalam Negeri dengan Direktorat Pem binaan Peng­
hayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Ditinjau dari permasalahannya, hubungan kerja tersebut 
dapat dirinci se bagai berikut : 

1) Pemb entukan Organisasi Kep~rcayaan. 

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, dibina 
agar memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut 

a) Pengurus organisasi kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa yang baru dibentuk menyampai­
kan pemberitahuan secara tertulis kepada Peme­
rintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan­
ny a. 

b) Pemberitahuan tersebut disampaikan selambat­
lambatnya 2 bulan sejak tanggal pembentukan­
nya dengan melampirkan Anggaran Dasar/ Ang­
garan Rumah Tangga , Susunan Pengurus , dan 
program kerja. 

c) Dalam Anggaran Dasar dicantumkan Pancasil a 
sebagai sa tu-satunya asas. 

d) Pem binaan teknis berada pada Direktorat Pem bi­
naan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa yang ditugasi membina perikehi­
dupan penghayat kepercayaan t erhadap Tuhan 
Yang Maha Esa . 

2) Pemb ekuan Organisasi Kepercayaan. 

Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan 
apabila m elakukan kegiatan yang mengganggu ke­
amanan dan ketertiban umum , dan atau menerirna 
bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah 
Pusat dan atau memberi bantuan kepada pihak asing 
yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara. 



Hal-hal yang diklasifikasikan sebagai mengganggu ke­
amanan dan ketertiban umum adalah: 

a) Menyebarluaskan permusuhan antar suku, aga­
ma, ras dan antara golongan . 

b) Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 

c) Merongrong kewibawaan dan/atau mendiskred it­
kan pemerintah . 

d) Menghambat pelaKsanaan program pem bangu n­
an. 

e) Kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas 
politik dan keamanan. Misalnya menerim a atau 
mem beri bantuan dari a tau kepada pihak asing. 

Bantuan dari piha :< asing yang harus mend apa t 
persetujuan Pemerin tah adalah bantuan i<..euangan , 
peralatan, tenaga dan fasilita s. Sedangkan bantuan 
kepada pihak asing yang mcrugikan i\.epentingan 
bangsa dan negara adalah: 

a) Yang dapat merusak hu bungan antara Negara 
Indonesia dengan Negara lain. 

b) Yang dapat menimbulkan ancaman , tantangan . 
hambatan dan gangguan terhadap keselamatan 
negara . 

c) Yang dapat mengganggu stabilitas nasional. 

d) Yang dapat merugikan politik luar negeri. 

Dalam hal pembekuan ini Pemerintah terlebih da­
hulu memberikan teguran kepada organisasi yang 
bersangkutan. Pemerintah juga meminta pertim­
bangan terlebih dahulu kepada instansi yang berwe­
nan g dengan mengindahkan peraturan Pcrundang­
undangan yang berlaku. 
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3) Pembubaran Organisasi Kepercayaan . 

Apabila organisasi kepercayaan yang dibekukan 
masih melakukan t<egiatan yang mengakibatkan 
pembekuan, organisasi tersebut dap at dibubarkan . 
Prosedur pembubaran sama dengan prosedur pembe­
k uan, yaitu didahului dengan peringatan kepada or­
ganisasi yang bersangkutan dan pembubaran dilaku­
kan setelah meminta pertim bangan kepada instansi­
instansi yang berwenang. Untuk sanksi dan pertim­
bangan yang mengarah kepada penangkap an , pembe­
kuan , dan pembubaran oknum/ organisasi kepercaya­
an terhadap Tuh an Yang Maha Esa diperhatikan per­
aturan yang telah dimuat di muka. 

4) Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai 
Warga Negara . 

Hak dan kewajiban penghayat sebagai warga ne­
gara yang pelaksanaan pengaturannya dipercayakan 
pada instansi/ lembaga yang berada di lingk ungan De­
partemen Dalam Negeri seperti hak akan pem aka m­
an , hak akan pelayanan kantor Catatan Sipil dan da­
lam administras i kepe ndudukan , diharap kan benar­
benar mendapat pembinaan dan pengayoman dari 
Departemen Dalam Negeri. Penghayat Kepercayaan 
terhad ap Tull an Yan g Maha Esa yang tidak m cm el uk 
salah sa tu agama diayomi haknya sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlairn agar : 

a) Penguburan jenazahnya dapat dilakuKan di tem­
pat pemaKaman umum. 

b) Dalam mengisi kolom Agama pada KTP dan lain­
lainnya dibenarkan m engisi dengan tanda (- ). 

c) Untuk perkawinannya dapat dilakukan o leh Pe­
gawai Pencatat Perkawinan di Kant or Catatan 
Sipil. 



d ) Untuk sumpah/janji Pegawai Negeri Sipit dap at 
mengucapkan janji yang naskahny a seperti yang 
tersedia pada lampiran 11 Peraturan Pem erintah 
Nomor 21 / 197 5 atau mengucapkan sumpah se­
suai naskah yang dimaksud pada lampiran YI 
Peraturan t ersebut . 

Dalam hal ini pihak Departemen Dalam Negeri da­
pat berperan benar sebagai pengayom dan mengad a­
ka n koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Peng­
hayat Kepercayaan terh adap Tuhan Yang Maha Esa 
sebagai pembina teknisnya . Koordin asi pem binaa n 
ini dapat dikembangkan dalam forum kom unikasi/ 
koordinasi ya ng diket engahkan di m uka. 

b. Kepolisian Negara. 

Hu bunga n kerj a Kepolisian Negara dengan instansi­
insta nsi lain diatur dalarn pasal 16 Unda ng-Undang No­
mor 13 t ahun 1961. Pasal tersebut meny ebut'.rnn " Hu­
bunga n Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain 
didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional denga n 
mengindah.1<.an hierarchie masing-rn asing pihak ". Penj e­
lasan terhadap pasal tersebut m enye butkan : 
" Hubungan dengan instansi-instansi lain didasarkan atas 
sendi-sendi hubungan fungsional , aga r supaya dapat di­
j amin hierarchie clan disiplin Kepo lisian Negara yang 
teguh . Di samping itu juga instansi-instansi luar dengan 
p ihak Kepolisian Negara pun pula hubungan hierarchie 
yang berlaku oi lain instansi" . 

Dari kutipan ini dapat disirnpulka n bahwa hubungan 
tersebut seharusnya: 

1) Berupa hu bungan fungsional dengan rnasing-m asing 
pihak memperhatikan hierarchienya m asing-rnasing. 

2) Tidak melanggar hierarchie Kepolisian Negara rnau­
pun instansi masing-masing. 
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Pasa I 16 beserta penjelasa nnya ini mengatur hu bung­
an secara umum. Secara khusus tentunya hubungan ter­
sebut tentunya erat dengan masalah apa yang menimbul­
kan terjadinya hubungan kerja tersebut ser ta instansi 
mana ya ng mengadakan hubungan kerja , denga n masing­
masing melihat tugas dan wewenang yang diemban. 
Sehubungan ha! ini maka masalah yang menimbulkan 
hubungan kerja Kepolisian Negara dengan Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa maupun organisasi kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa adalah antara lain sebagai 
berikut : 

1) Masalah Perizinan 
Ada !ah menjadi kewajiban setiap warga negara 

apabila akan m engadakan pertemuan-pertemuan 
atau kegiatan sejenis yang melibatkan banyak orang , 
maka sebagai penanggungjawab pertemuan tersebut 
ia akan meminta ijin terlebih dahulu :Zepala Kepo­
lisian . Hal ini berkaitan erat dengan tugas Kepolisian 
yang tercan tum dalam pasal 2 Undang-Undang No­
mor 13 tahun 196 1, ayat la yang berbunyi: 
" Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 
umum " Apabila pihak Kepolisian yakin bahwa per­
temuan atau kegiatan tersebut tidak melanggar ke­
tertiban dan keamanan umum maka akan diterbit­
kanlah surat ijin dimaksud . Dalam permintaan ijin 
ini , tidak terkecualikan pula organisasi penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa apabila 
akan mengadaka n pertemuan-pertemuan , seperti 
umpamanya : Konggres, Munas dan lain sebagainya. 

Apabila sifat pertemuan tersebut adalah Nasio­
nal maka penanggungjawab pertemuan harus m emin­
ta ijin pada tingkat pusat, yaitu kepada Kepala Ke­
polisian Negara di Jakarta . Sedangi<an apabila per-



temuan itu bersifat lokal maka permintaan ijin di­
tujukan kepada Kepala Kepolisian setempat. 

Sebelum ijin diterbitkan penanggungjawab perte­
muan tersebut tidak dibenarkan untuk menyelengga­
rakan pertemuan tersebut. Selesai pertemuan, pe­
nanggungjawab pertemuan diwajibkan melaporkan 
hasil pertemuan kepada pihu Kepolisian . 

Dalam kaitan perijinan ini , pihak Kepolisian Ne­
gara telah menjalin hubungan kerja dengan Direk­
torat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan meminta re­
komendasi kepada Direktorat Pem binaan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas 
tiap pemohon perijinan dimaksud . Dalam hal ini 
Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa ah.an membuat reko­
mendasi yang menerangkan status organisasi peng­
hayat kepercayaan tersebut , apabila memang sudah 
diinventarisasi oleh Direktorat Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan teriladap Tuhan Yang Maha Esa seraya 
menyatakan tidak ada alasan untuk berkeberatan 
apabila organisasi tersebut akan mengadakan perte­
muan. Hal serupa terjadi di tingkat lebih bawah de­
ngan ruang lingkup yang lebih keci\, da\am ha\ ini 
dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 
pihak-piha~ yang dapat dihubungi adalah Kantor 
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk tingkat propinsi, Kantor Departemen Pendi­
dikan dan Kebudayaan untuk tingkat Kabupaten/ 
Kotamadya dan Kantor Kecamatan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan untuK tingkat Keca­
matan. 

2 ) Masalah Peribadatan/Persujudan. 

Hal lain yang dapat ditemukan untuk permufa­
katan antar Direktorat Pembinaan Penghayat Ke-
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percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 
Kepolisian Negara adalah perihal hari-hari perte­
muan atau sarasehan berkala yang lazim diadakan 
oleh kalangan/ organisasi kepercayaan terhadap Tu­
han Yang Maha Esa, semata-mata untuk kcperluan 
pcribadatan atau persujudan yaitu praktek pengha­
yatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
secara bersama-sama di tempat-tempat tertentu mi­
salnya di sanggar. pendopo, atau rumah kediaman 
biasa. Untuk keperluan itu, kiranya perizinan dapat 
diberikan sekali untuk seterusnya dengan menyam­
paikan daftar hari, tanggal dan tern pat di man a prak­
tek atau Jatihan persujudan itu diadakan , tiap-tiap 
bulan sebagai pemberitahuan. 

3) Masalah Pengawasan dan Penyidikan 
Dalam melakukan pengawasan dan penyidikan 

terhadap penghayat/organisasi kcpercayaan terten tu 
oleh pihak Kepolisian Negara diharapkan dapat 
menghubungi Direktorat Pembinaan Penghayat Kc­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk 
memperoleh kelengkapan data dan matcrinya , ter­
lebih yang mengarah kepada penangkapan, pembc­
kuan dan pembubaran. 

e. Kejaksaan Agung 
Tugas pokok Kejaksaan sesuai dengan Undang-Un­

dang Nomor 15 tahun 1961 pasal 2 yang sudah dimuat 
dalam Bab II, dalam pelaksanaannya jelas tidak dapat 
berdiri sendiri dan memerlukari, kerjasam a dengan 
instansi lain, dengan memperhatikan atas kerjasama 
yang sebaik-baiknya. 

Demikian halnya dalam salah satu tugas Kejaksaan 
yaitu yang dimuat pada pasal 2 ayat'.3 Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 1961 yang berbunyi : Mengawasi 
aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 



masyarakat dan negara . Sejauh yang menyangkut 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa Kejaksaan akan bekerjasama dengan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam ha! ini Direktorat 
Jenderal Kebudayaan. 

Selain itu Kejaksaan akan bekerj asama Clengan Ke­
µolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam 
Negcri. Dalam kerjasama dimaksud perlu diperh atikan/ 
diindahka n ketentuan hierarchic yang berlaku di ling­
ku ngan masing-masing instansi ; sehingga kerjasama itu 
mernbuahkan b asil yang diharapkan. Bentuk hubungan 
kerja ini an tara la in : 

J) Tukar Jnfo rmasi Keberadaan Penganut/ Organisasi 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa. 

a) Hal pemberitahu an keher;i daan suatu .organisasi 
kepercayaan tertentu apakah sudah memenuhi 
undang-undang nomor 8 tahun 1985 yo Peratur­
an Pemerintah Nomor 18 tahun 1986, dan Pera-

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 
1986. Dalam ha! ini , Kejaksaan Agung bekerja­
sama dengan Departemen Dalam Negeri . 

b) Kc bcradaan penganu t/ organisasi kepercayaan 
tertentu apakah sudah terdaftar di Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembi­
naan penghaya t kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa) . Dalam hal ini antara Kejaksaan 
dan Direktorat Pembinaan Penghayat Keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saling 
memberikan data dan pertimbangan untuk pem­
binaan yang bersifat pengawasan preventif. 

2) Penanganan Masalah yang Dianggap Mam bahayakan 
Masyarakat dan Negara. 

Dalam hal ini, pemecahannya memerlukan kerja­
sama antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Ne-
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gara, Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal 
Sosial Politik ) dan Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan (Direktorat Pembinaan Penghayat Keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). 

3) Pemb ekuan dan Pembu baran. 
Dalam pem bekuan dan pem bubaran organisasi 

diperlukan per t imbangan badan-badan peradilan 
hingga Mahkamah Agung. Dalam prosesnya hendak­
nya diperh at ikan saran dan pendapat Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan t erhadap Tuhan 
Yang Maha Esa se bagai pembina teknis dan pembina 
k husus , karena meny angkut azas keyakinan seorang 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4) Per/unya Forum Kornunika.si/ Koordinasi. 

Melihat kenyataan terkaitnya berbagai instansi 
dalam pengawasan aliran kepercayaan masy arai<at 
termasuk di dal amnya organisasi kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa, maka dirasaka n perlu , 
adanya forum tetap di m ana instansi-instansi ya ng 
terkait dapat berkomunikasi dan berkerj asam a de­
ngan koordinasi yang sebaik-baikny a. Forum yang 
merintis ke arah yang dimaksud telah diselenggara­
kan Sub Direktorat Pakem , Kejaksaan Agung. 
Forum semacam ini akan sangat membantu terhadap 
penyelesaian permasalahan-permasalahan yang tim­
bul. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 ta hun 
1985, pembinaan dan pengawasan umum terhadap 
organisasi kemasyaraka tan ada pad a Depart em en 
Dalam Negeri, maka sebaik ny a forum komunikasi 
dimaksud diselenggarakan o leh Departemen Dalam 
Negeri , baik di Pusat maupun di Daerah-Daerah. 

d. Departemen Kehakiman 

Hubungan kerja interdepartem enta l/ lem baga di bi­
dang hukum terj adi antara lain dalam hal : 



1) Pembuatan dan Pemnyuluhan Peraturan Perundang~ 
undangan . 

Dalam pembuatan peratu ran Peru ndang-undang­
an, instansi/Departemen yang dalam tugasnya ikut 
menangani masalah perlu dilibatkan misalnya dalam 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
materinya berkaitan dengan masalah kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pihak Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal-ini Direkto­
rat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa perlu diikutsertakan dalam 
proses pembuatannya. Demikian itu berarti juga 
pada tugas penyuluhan isi peraturan perundang-un­
dangan yang bersangkutan agar masyarakat tahu 
benar letak materi dan duduk permasalahannya. 

2 ) Sanksi dan Pertimbangan oleh Badan-Badan Pera­
dilan. 

Perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentu akan di­
kenakan sanksi. Untuk sanksi dan pertim bangan 
hukum dari badan-badan peradilan yang mengarah 
kepada penangkapan, pembekuan , dan pembubaran 
penganut/ organisasi kepercayaan te rhadap Tuhan 
Yang M~ha Esa hendaknya dipertimbangkan laporan 
pendapat dan saran Direktorat Pem binaan Pengha­
yat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
karena menyangkut asas keyakinan manusia terha­
dap Tuhan yang disembahnya. Di mana mungkin 
yang diadili itu oknumnya yang bersalah, bukan ke­
yakinan yang dianut oleh b.anyak orang. 

Dalam pada itu seorang penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diadili 
semata-mata atas pertimbangan dan alasan bahwa ia 
tidak memeluk salah satu agama, tetapi ia tetap ber­
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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3) Interpretasi dan Yurisprudensi di Bidang Kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Forum Ko­
munikasi/ Koordinasi. 

a) Perbedaan pendapat yang terjadi an tara para 
pen gem ban tugas dari instansi-ins tansi yang ber­
lainan sering berawal dari perbedaan tafsir ter­
hadap bagian-bagian isi peraturan perundangan 
yang menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, perbedaan ini berkisar antara 
tafsir harafiah, tafsir historis, dan tasfir teologis 
terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 
yang dalam hal ini Departemen Kehakiman da­
pat memberikan penyuluhannya pada forum­
forum komunikatif dan koordinatif. 

b) Selain itu Departemen Kehakiman dapat meng­
komunikasikan keputusan-keputusan yang per­
nah dijatuhkan oleh badan-badan peradilan, an­
tara lain oleh Kan tor Pengadilan Negeri di bebe­
rapa tempat tentang perkawinan antara sesama 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa yang tidak memeluk salah satu agama, 
agar dapat dihimpun jurisprudensi kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan pembi­
naan. 

e. Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa 

Sebagai pemadu, penyalur serta pembawa aspirasi 
pada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dalam Wadah Nasional Tunggal dari HPK 
diharapkan senan tiasa mengalirnya saran, pendapat, 
data dan lain-lain yang berkaitan dengan perikehidupan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 



HPK diharapkan pula dapat membantu menyelesai­
kan permasalahan-pennasalahan yang ada, mendorong 
partisipasi penghayat dalam pem bangunan, dan mewu­
judkan kernkunan antar sesama penghaya t maupun 
antara penghayat dengan umat beragama. Dalam masa­
lah hubungan kerja ini HPK diharapkan dapat berfungsi 
sebagai wakil para penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 

Peranan HPK diharapkan nampak dalam hal-hal se­
bagai Wadah N<Jsional Tunggal. 
Pasal 14 Pera tu ran Pemerin tah Repu blik Indonesia No­
m or 18 tahun 1986 menyebutkan: "Dalam rangka me­
ningkatkan daya guna da n hasil guna pembinaan organi­
sasi kemasyarakatan diupayakan u ntuk berhimpun da­
lam wa dah pembin aa n dan pengem bangan ya ng sejenis 
ag<J r lebih berperan dalam melaksa nakan fungsinya" . 
Ke tentuan ini mengan dung petunjuk hahwa : 

I) Untuk organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa perlu ada wadah himpunannya. Dalam 
ha! ini masyarakat penghayat te lah m embentuk wa­
dah himpunan dimaksud sejak tahun 1970 yaitu 
SKK yang heralih nama menj adi HPK. 

2) Bahwa organisasi kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa diupayakan untuk berhimpun dalam 
wadah dimaksud yaitu HPK. Hal ini sedang dalam 
proses yang dipacu perampungannya sej ak sarasehan 
pengh aya t tingk at nasional tahun 1981. 

3) Bahwa terhimpunnya segenap o rganisasi kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dapat disele­
saikan secara tuntas dengan k erja sama antar Depar­
temen Dalam Negeri sebagai Pembina umum t erha­
dap pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah 
nomor 18 tahun 1 986 dan Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan C.q . Direktora t Pembinaan Pengha-
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yat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
se bagai pem bin a teknis. 
Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa terus mem berikan 
pengarahan dan melakukan pendekatan agar organi­
sasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
yang belum masuk HPK dapat menjadi anggota HPK. 
Sedangkan HPK sendiri harus meningkatkan daya­
tariknya dalam menerima unsur-unsur penganu t/ 
organisasi kepercayaan yang akan dihimpun di da­
lamnya. 



1. Sasara n 

BAB III 
PELAKSANAAN PEMBINAAN 

Sasaran yang ingrn dicapai oleh Direktora t Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dal am melakukan pembinaan adalah sebagai berikut: 

a. Terciptanya penghayatan dan pengamalan nilai luhur 
budaya spiritual bangsa dalam rangka menghayati, 
mengamalkan dan melestarikan Pancasila. 

b. Terwuj udnya pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa bail< dalarn kehidupan pribadi maupun 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalarn rangka 
pernbangunan rnanu sia Indonesia seutuhnya. 

c. Tercipta nya kerukun.an antar urn at ber Ketuhanan Yang 
Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bern egara. 

d . Terwujudnya tata organisasi penghayat kepercayaan te r-
hadap Tuh <in Yang Maha Esa. 

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai terse but selanjutnya di­
jabarkan daJam program pernbinaan yang disusun oleh Di­
rek torat Pem binaan Penghayat Kepercayaan terhadap 
Tu han Yang Maha Esa. 
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a. Jangka Panjang 
Di dalam perikehidupan manusia dan masyarakat 

Indonesia harus benar-benar selaras dengan tuntutan dan 
kehendak dalam hubungannya denf:.m Tuhan Yang 
Maha Esa. Oleh karena itu manusia dan masyarakat In­
donesia hendaknya selalu takwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Agar pembinaan yang diberikan nyata-nyata dalam 
sikap hidup dan perilakunya yang diwujudkan dalam 
karya bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Semua peri­
laku dalam kehidupan bermasyarakat itu hendaknya da­
pat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa clan se:anju tnya pada sesama manusia. dengan diri­
nya serta lingk.ungan a1am sekitarnya. Sehubungan de­
ngan itu masyarakat penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa perlu adanya pengembangan 
pembinaan pamong budaya spiritual dalam rangka me­
nanamkan dasar-dasar budi pekerti luhur dan penerapan­
nya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempunyai 
jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang 
berkembang serta mampu melanjutkan perjuangan 
bangsa dalam mencapai tujuan Nasional 

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa adalah sebagai bagian perwujudan pem­
bangunan yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara yaitu untuk membarigun manusia Indo­
nesia· seutuhnya <lan masyarakat seluruhnya serta tcr­
capainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan an­
tara kehidupan jasmaniah dan rohaniah dengan menun­
jukan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai 
Pancasila. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dilakukan agar benar-benar sesuai dengan da­
sar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanu­
siaan yang adil dan beradab. 



b. Jangka Menengah 

Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dikembangkan dan ditingkatkan karena 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan 
bagian budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian 
masyarakat Indonesia dan mengandung nilai-nilai luhur 
yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan 
Yang Maha Esa, sesama manusia , diri sendiri serta alam 
seki tarn ya , sehingga apabila diamalkan den gan baik da­
pat menunjang perwujudan dari penghayatan dan peles­
tarian Pancasila serta pem ben tukan manusia Indonesia 
seutuhnya. 

Kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam ke­
hidupan sosial kemasyarakatan diharapkan dapat di­
mengerti oleh masyarakat luas. Untuk itu aspek-aspek 
yan g ada di dalam perikehidupan masyarakat pen ghayat 
kepercayaan perlu diarahkan kepada pembinaan budi 
luhur bangsa dan harus benar-benar sesuai dengan dasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab. 

Un tuk menunjang dan mewujudkan hal-hal yang 
digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka 
pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa diusahakan dengan pokok­
pokok kegiatan antara lain sebagai berikut : 

I) Melakukan inventarisasi dan dokum entasi keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

2) Melakukan evaluasi data dan informasi mengenai ke­
percayaan terhadap Tuhan Yan g Maha Esa. 

3) Men gadakan peneli tian hasil inven tarisasi kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai 
aspek kehidupan. 

4) Menggali dan mengungkapkan nilai-nilai luhur ke-
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percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ber­
kaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan 
Yang Maha Esa, sesama manusia , diri sendiri serta 
alam sekitar melalui : 
a) penggalian nilai-nilai luhur bangsa 
b) pengalihbahasaan nilai-nilai luhur bangsa 
c) pemaduan dan pengamalan nilai-nilai luhur bang­

sa. 

5) Melakukan kerjasama pembinaan dengan instansi­
instansi dan berbagai kelembagaan yang terkait de­
ngan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, baik di tingkat pusat mau­
pun di tingkat daerah. 

6) Menyelenggarak:m komunikasi an tara penghayat ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik di 
tingkat pusat'maupun di tingkat daerah gu n <J pening­
katan kemanfaatan dalam pembangunan antara lain 
melalui : 
a) Sarasehan daerah dan pusat; 
b) Bimbingan Tenaga Pembina di daerah dan di pu­

sat ; 
c) Pembinaan Pamong Budaya Spiritual daerah dan 

pusat. 

7) Mcnyelenggarakan forum komunikasi antara sesama 
umat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, baik di tingkat 
pusat maup~m daerah serta mengadakan persiapan­
persiapan ~~tuk menentukan upaya yang dirasa 
tepat untuk mewujudkan kerukunan dimaksud: 

8) Menyebarluaskan informasi mengenai kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai 
media komunikasi. 

9) Meningkatkan pembinaan terha<lap organisasi-orga­
nisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
guna pengembangan pengelolaannya. 



I 0) Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan 
bagi pembinaan perikehidupan masyarakat pengha­
yat kepercayaan terhadap T uhan Yang Maha Esa. 
Kese luruhan usaha tersebut merupakan bahan bagi 
pemantapan pola kebijakan pembinaan penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam 
Pelita V. 

c. Jangka Pendek. 

Realisasi pelaksanaan program jangka menengah ini 
dituangkan melalui program operasional jangka pendek 
yang pelaksanaannya dilakukan o leh Direktorat Pembi­
naan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Essa dengan memperhatikan penajaman skala prio­
ritas sasaran pem binaan sesuai penyemµurnaan dan pe­
ngem bangan pedoman realisasi sasaran pembinaan. 

3. Kegiatan Pembinaan. 

Dalam melaksanakan program-program , agar mencapai 
sasaran , maka dilakukan kegiatan-kegiatan operasional de­
ngan tata cara sebagai berikut: 

a. Menginventarisasi Pernyataan dan Karya Penghayat Ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

1) Pengertian 
Mengumpulkan dan mencatat pernyataan baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis yang berunsur­
kan nilai-nilai luhur k epercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2 ) Cara 
Mengumpu\kan , mencatat , mengolah dan memba­
has , kemudian dirangkum dalam bentuk tulisan 
yang sistematis sesuai aturan penulisan dengan ba­
hasa yang baik dan benar , serta bi la terdapat bahasa 
daerah , diusahakan terjemahannya ke dalam bahasa 
Indonesia. 
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b. Mengindentifikasi Ciri-Ciri Umum Kepercayaan teriza­
dap Tuhan Yang Maha Esa. 

1) Pengertian 
Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetap­
kan ciri-ciri umum baik berupa benda maupun non 
benda sebagai identitas yang t erdapat dalam keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2 ) Cara 
Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menetapkan 
ciri-ciri um1:1m yang merupakan identitas, baik beru­
pa ajaran maupun kepribadian serta perlengkapan 
yang terdapat dalam kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

c. Penggalian Nilai-Nilai Luilur 

1) Pengertian 
Penggalian ada lah proses kegiatan untuk menyata­
kan dan mengungkapkan secara tertulis mengenai 
nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. 

2) Cara 
Meneliti, membaca, mewawancarai dan mengung­
kapkan secara tertulis baik yang terdapat pada nas­
kah kuno, buku kepustakaan maupun ajaran tertulis 
dan yang belum tertulis pada setiap organisasi peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

J. Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
M.ahaEsa. 

1) Pengertian 
Sarasehan adalah suatu pertemuan para penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk 
mendengarkan pendapat (prasaran) pakar mengenai 
suatu hal-ihwal pembinaan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 



:3,) Cara 
Diisi kegiatan: laporan. sambutan dan pengarahan, 
pengesahan tata tertib saraseh an , penetapan piin­
pinan sidang kelompok dan sidang paripurna. Sidang 
kelom pok mem bah as materi yang diberikan dengan 
meng:hasilkan pokok-pokok pikiran/ rumusan kelom­
pok. Sidang paripurna diisi penyajian kelompok un­
tuk mendapatkan tanggapan masukan peserta sidang 
paripurna untuk menghasilkan pokok-pokok pikiran 
yang menjadi kcputusan sarasehan yang berisi hal­
.ihwal/ kebijakan pembinaan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sarasehan dapat di­
lakukan baik di tingkat daerah maupun nasional. 

e. Penyebarluasan /nformasi Pembinaan Penghayat Keper­
cayaa11 terlzadap Tuhan Yang Maha Esa. 

1 ) Pcngert ia11 

Penyeba rluasan adalah suatu proses penyebaran in­
formasi baik secara lisan mau pun tertulis. 

:3,) Cara 
a) Melalui siaran radio 
b) Melalui siaran TVRI 
c ) Melalui media cetak. 

f Pembinaan Pamong Budaya Spiritual 

1 ) Pengertian 
Pamong Buda ya Spiritual adalah pengem ban tu gas 
yang mcngurus dan membin a, menjaga dan m elesta­
rikan, mendidik dan menerangkan hal-ihwal yang 
berkenaan dengan penghayatan kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur pamong budaya 
spiritual ialah para tenaga pem bina, para pengurus 
organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, pendamping sesepuh, unsur HPK, 
dan perorangan yang melakukan tugas-tugas pamong 
budaya spiritual. 
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2) Cara 
Pembinaan pamong budaya spiritual dilakukan de­
ngan c::i ra ceramah , pengarahan dan diskusi dalam 
kegiat an dari bimbingan pamong budaya spiritual. 

g. Pembinaan Keorganisasian 

1 ) Pengertian 
Suatu usaha da lam bentuk bim bingan , pengayoman 
dan pcmbcrian dorongan dalam rangka pertumbuh­
an organisasi yang sehat dan mandiri . 

2) Cara 
Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan sa­
ran , anjuran , petunjuk , pengarahan , nasehat , pendi­
dikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi 
kemasy arakatan dapat tumbuh secara sehat dan 
mandiri serta dapat melaksanakan fungsiny a dengan 
baik. 

h. Pemberian Tanda Inventarisasi bagi Organisasi Pengha­
yat Kepercayaan teriladap Tuiian Yang Maha Esa. 

1) Pengert ian 
Suatu proses kegiatan untuk memberi tarn.la inven­
tarisasi bagi organisasi yang baru mendaftar , melalui 
suatu evaluasi dan persyaratan yang telah ditentukan 
oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuh an Yang Maha Esa. 

2) Cara 
Tanda inventarisasi diberikan , setelah organisasi 
yang bersangkutan m enyampaikan ke Ditbinyat : 
AD/ ART organisasi , susunan pengurus , anggota , 
program organisasi , tanda bukti telah terdaftar pada 
pemerintah di mana organisasi tersebut berada se­
suai dengan ruang lingkup keberadaannya . Menyam­
paikan ajaran tertulis , m engisi formulir A, A I , A2. 
(lihat lampiran ), daft ar riwayat hidup sesepuh/ pe-



nanggungjawab organisasi yang d iketahui oleh Pen i­
lik Kebudayaan di tingkat Kecamatan dan Kepala 
Seksi Kebudayaan Kotarnadya/ Kabupaten serta di­
ke tahui oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidik­
an dan Kebuday aan Propinsi (Kabid Jarahnitra/ 
PSK) . 

i. M enginventarisasi Peraturan Perundangan yang Berkait­
an dengan Perikelzidupan Masyarakat Penghayat Keper­
cay aan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

1) Pe11gerria11 
M enginven tarisasi dengan melalu i kegia tan an tara 
lain pengumpulan , pencatatan da n pengelompokan 
Pcra turan-Pera turan Perundangan yang bcrkaitan 
denga n perik ehidupan masy araka t penghayat kep cr­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

l) Cara 
Mengamati, mengumpulkan . rn encatat dan mengc­
lornpokkan sesuai Peraturan Peru ndangan y ang ada, 
seperti: Sumpah/Janji, penampu ngan identitas/ KTP. 
pengu bu ran , p erkawinan, perij ina n dan pem bekuan 
orga nisasi penghaya t kepercayaan terhad ap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

j. Penyuluhan Penerapan Peraturan Penmdangan yang Ber­
kaitan dengan Perikelridupan Masyarakat Pengiiayat Kc­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

J) Pengert ian 
Su atu proses pem berian penerangan atau penjelasan 
atas Peraturan Perundangan yang berlaku dan ber­
kaitan dengan perikehidupan masyarakat penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah a Esa. 

2) Cara 
Melalui berbagai kesempatan pertemuan baik lang­
sung atau tidak langsung, dap at pula melalui pener-
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bitan-penerbitan yang dikeluarkan oleh Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

k. Bimbingan Tenaga Pembina 
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I) Pc11gcrr ia 11 

Bim bingan Tenaga Pembina ad al ah suatu kegiatan 
peningkatan pengetahuan, kemampuan teknis dan 
adm inistra ti f serta kesadaran Tenaga Pembina se­
hingga d;.ip at memahami fungsi dan tugasnya serta 
mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam 

bidang pembinaan perikehidupan masyarakat peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

:: ) Cara 
Bimbingan Tenaga Pembina dilakukan dengan se­
rangkaian kegiatan be rupa ceramail . diskusi yang 
membah:.is berbagai masalah yang berkaitan dengan 
tugas-tugas pembinaan dengan panduan Silabus. 
Bimbingan Tenaga Pembina dapat dilakukan dari 
tingkat kecamatan. kotamadya/ kabupatcn . propinsi 
clan pusat. 

I. Rapat Koordinasi Antar Jnstansi 

1) Pengertian 
Rapat Koordinasi ada lah suatu Rapat yc1ng dihadiri 
o lch berbagai utusan instansi terkait atau unit kerja 
yang dilakukan secara terus-menerus, agar terdapat 
keseragaman sikap, langkah dan tindakan dalam me­
laksanakan peraturan Perundangan yang berkaitan 
dengan perikehidupan masyarakat penghayat keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta saling 
mengisi, membantu dan melengkapi, sehingga tujuan 
bersama dapat dicapai. 



2) Cara 

Dalam melaksanakan koordin asi dapat dilak ukan 
melalui konsultasi tertulis , lisan dan rapat. Khusus 
Rapat Koordinasi dilakukan serangkaian kegjatan , 
laporan , sambutan dan pengarahan, membahas per­
masalahan melalui diskusi kelompok, penyajian ma­
kalah hasil kelompok pada sidang paripurna, un tuk 
mendapat tanggapan. Rapat koordinasi dapat dilaku­
kan di tingkat daerah dan Pusat sesuai urgensi masa­
lahnya . 

m. Membantu Memantapkan Fungsi Himpunan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) 
sebagai Wadah Nasional para Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

1) Pengertian 

Direktorat Pembinaan Penghaya t Kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa bersama eselon di ba­
wahnya sebagai penghubung antara organisasi peng­
hayat yang belum masuk HPK den gm HPK un tuk 
mewujudkan HPK sebagai wadah nasional, berhim­
punnya organisasi pen ghayat kepercayaan terhadap 
Tu han Yang Maha Esa dan sekaligus dapat berfung;i 
sebagai penampung, pemadu da n penyalur aspirasi 
organisasi pengh ayat sehingga dapa t benar-benar ber­
fu n g;i sebagai rnitra kerj a Direktora t Pembin aan 
Penghayat Kcpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa , bersama eselon di bawahnya. 

2 ) Cara 

Melalui berbagai pertemuan formal dan informal. 
Pertemuan formal melalui setiap kegiatan yang dila­
kukan oleh Direktora t Pembinaan Penghayat Keper­
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta 
eselon di bawahnya dan kegiatan khusus untuk itu. 
Pertemuan informal melalui pendeka tan pertemuan 
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yang tidak resmi yang khusus memberikan penger­
tian dan pernahaman kepada setiap pengurus organi­
sasi penghayat/ HPK rnaupun dengan pendekatan 
persuasif lainnya. 

n . Pemaparan Buday a Spiritual 

I ) Pengertian 
Pernap aran Budaya Spiritual be rarti m enguraika n 
sejelas-je lasnya atau m engungkapkan secara t erper­
inci segala sesuatu rn engenai ajaran atau tuntunan 
kepercayaan terhadap Tuh an Yang Mah a Esa yang 
c.lianut o leh masin g-m asing pri badi atau organisasi 
penghayat baik seca ra lisan m aupun tertulis se rta 
visualisasi penghayatan dan penga m alannya . 

2) Cara 
Dilakukan oleh peserta utusan organisasi penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk 
rnemaparkan ya ng berkaitan d engan ajaran pengha­
yatan (tata cara ritual) , dan pengamalan , disaksikan 
o leh ilmuwan , unsur pembina teknis dan instansi 
pembina terkait. Pemapar dievaluasi oleh Tim yang 
ditentukan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ke­
gia t an pemaparan dap at dilakukan di pu sa t dan di 
daerah . 

o. Penelitian Organisasi Kepercayaan Teriiadap Tuhan 
Yang Ma fia Esa. 

J) Pengertian 
Penelitian ialah suatu kegiatan pengumpulan, peng­
olahan, analisis dan penyaj ian data yang dilakukan 
secara sistematis dan obyektif untuk mengungkap­
kan perikehidupan organisasi k epercayaa n terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 



2) Cara 

Melalui upaya pen gumpulan data, pengolahan data 
dan ana lisis da ta yang disusun secara sis tematis se­
suai aturan penulisan deng,an menggun akan bahasa 
Indonesia yang baik d an benar. 

p. Menyelenggarakan Dokumentasi dan Perpustakaan Kc­
pcrcayaan tcrhadap Tuhau Yang Maha Esa. 

1) Pengertian 

Men gusahakan. mem elihara , rnen gurus dan m elayani 
dokum en tasi dan perpus takaan kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Cara 

Mend ok um en tasi hasil lnven tarisasi dan pem binaan 
serta pengada an buku-buku yang berkaitan dengan 
kepe rcayaan terhadap Tuhan Yan g Maha Esa mau­
pun melayani kepada para pcminat pembaca/m em­
pelajari dokum en tasi dan kepustakaan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

q. Mengalihbahasakan Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

1) Pengertian 

Men terj emahkan ajaran yang meng,andung nilai-nilai 
Juhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mah a Esa 
dari bahasa daerah a tau bahasa lain ke dalam bahasa 
Indonesia. 

2) Cara 

Melakukan transliterasi (alih aksara), alih bahasa 
(menterjemahkan) dan melakukan penganalisaan. 

4. Kasus-kasus dalam Pelaksanaan Pembinaan 

a. Macam-macam Kasus 

Dalam pelaksanaan pembinaan penghayat keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijumpai berbagai 
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kasus yang timbul karena adanya kepentingan perikehi­
dupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa . Hal itu disebabkan belum ada­
nya persamaan persepsi , pandang dan interpretasi da­
lam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kasus-kasus tersebut antara lain : 

I ) Perkawinan 
2) Sumpah/Janji PNS 
3) Pemakaman 
4) ldentitas diri 

b. U saha Penanggulangan 

Mengadakan pendekatan dengan fihak instansi ber­
wenang yang terkait , untuk menyelesaikan kasus-kasus 
yang timbul dengan surat-menyurat atau bentuk-ben tuk 
lain baik formal maupun informal. Diharapkan dalam 
pendekatan tersebut selalu berpegang pada perundangan 
dan peraturan yang berlaku (Lihat lampiran ). 



BAB IV 
MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN 

Sebagaimana Jayaknya dalam manageme n, suatu program 
dan kegia tan pcmbinaan perikehidupan masyarakat penghayat 
kcpcrcay aan terhaJap Tuhan Yang Maha Esa dap at pula d ike­
lompokan da lam fungsi-fungsi perencanaan, pengorgan isasian, 
pengarahan dan pengendalian. Hal ini me nyangkut kegiatan­
kegiatan m o nito ring. evaluasi dan pelaporan. 

l . Moni toring 

a. Pengertian 
Monitoring atau pemantauan ad alah suatu proses peni­
Jaian dan penyempurnaan pada waktu k egiatan sedang 
berlangsung. Dari hasil monitoring atau pem an tauan 
ini dapa t dikctahui secara dini ma nakala terj adi hal-hal 
yang kurang sesuai dengan ren cana scrta k egiatan ) .:mg 
scda ng berlangsung. Dengan demikian dapat segera di­
am bil langkah-langkah perbaikan gu na dapat dicapainya 
targe t dari kegiatan/ program tersebut. 

b. Tujuan 
T ujuan monitoring atau pemantauan adalah untuk m e­
ngetahui seberapa jauh persiapan , rencana dan program 
dilaksanakan. 
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c. Sasaran 

Sasaran kegiatan monitoring atau pemantauan meliputi: 

1) Program/ kegiatan pembinaan penghayat kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

2) Ke giatan organisasi. 

d. A lat 

Dalam pelaksanaari monitoring atau pemantauan dapat 
pula memakai alat bantu yang berupa instrumen. Dalam 
pembuatan instrumen sebagai alat bantu pelaksanaan 
monitoring atau pemantauan hend aknya memenuhi 
syarat-syarat : 

1) Mampu menjaring unsur yang diperlukan 
2) Sederhana dan tidak rumit 
3) Mudah pengisiannya , tidak menimbulkan duplikasi 

penafsiran 
4) Disertai petunjuk pengisian secara jelas 
5) Dicantumkan identitas pembuat laporan/ pengisi 

instrumen. 

Formulir monitoring program/ kegiatan pembinaan peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
(Form. M2) dapat dilihat dalam lampiran. 

e. Teknis 

Teknis monitoring adalah pengetahuan , kepandaian dan 
cara yang digunakan dalam melaksanakan monitoring 
atau pemantauan suatu kegiatan yang dimulai dari awal 
sampai dengan saat waktu tertentu sebelum kegiatan 
itu selesai dilaksanakan. Adapun monitoring atau pe­
mantauan dilakukan dengan cara antara lain : 

I) Mengumpulkan informasi secara langsung baik beru­
pa keterangan lisan maupun tulisan. 



2) Berdasarkan laporan dari terminal pada waktu ter­
tentu sebelum kegiatan/program selesai dilaksanakan . 

3) Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kegiatan. 

f Pelaksanaan 

l ) Waktu 

Waktu pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada 
setiap kegiatan berlangsung. 

2 ) Pelaksana 
Petugas pembina baik p~sat m aupun daerah . 

2. Evaluasi 

a. Pengertia11 
Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan sesudah 
kegiatan berakhir. Dari kegiatan evaluasi ini akan diper­
o leh infonnasi tentang kegiatan tersebut, apakah pelak­
sanaannya sudah sesuai dengan k etentuan yang berlaku 
zi t au belu m . apakah hasilnya sesu ai dengan target d an 
sasaran yang direncanakan serta k emanfaatannya. 

b. Tujuan 
T ujuan cvaluasi antara lain sebagai bcrikut : 

I) Untuk mengetahui apakah suatu program atau k e­
gia tan itu sudah cukup atau m asih perlu dilanjut­
kan ; 

::'.) Untuk mengetahui h ambatan-hambatan yang timbul ; 

3 ) Un tuk bah an pengam bilan k ebijakan dalam penen­
tu an program berikutnya. 

c. Sasaran 
Sasaran evaluasi meliputi : 

I) Program/ kegiatan pembinaan penghayat kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; 

2 ) Kegiatan organisasi. 
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d. A/at 
Dalam kegiatan evaluasi ini dapat dipakai pula alat ban­
tu yang berupa format isian, kuesioner, check list. dan 
Jain-Jain dengan disertai petunjuk perigisiannya. Penyu­
sunan alat bantu sebagaimana tersebut di atas hendak­

nya memenuhi syarat-syarat : 
I) mampu menjaring unsur-unsur yang diperlukan 
2 ) sederhana dan tidak rumit 
3) mud ah pengisianny a. t idak menim bulkan duplikasi 

pcnafsiran 
4) disertai petunjuk pcngisi a n sccaraje!as 
5) dicantumkan petunjuk pcngisian secara jelas 
6) dicantumkan identitas pembuat laporan atau pengisi 

instmmen. 

Fomrnlir evaluasi program/ kegiatan pem binaan peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
(Form. EI) dan Fonnulir evaluasi kegiatan organisasi 
(Form. E2) dapat dilihat dalam lampiran . 

e. Pelaksanaan 

1 ) Waklu 
Waktu pelaksanaan cvaluasi dilaksanakan pad:.i se­
tiap akhir kegiatan 

2) Pelaksana 
Pctugas pem bin a baik pusat maupun daerah . 

f. Teknis Evaluasi. 
Teknis evaluasi adalah pengetahuan dan kemampuan 
dalam pelaksanaan evaluasi berdasarkan hasil pelaksana­
an kegiatan dan program dengan membandingkan an­
tara hasil dengan target/sasaran scrta tujuan yang hen­
dak dicapai berdasarkan kritcria-kritcria yang telah di­
tentukan . 



3. Laporan 

a. Pengertian 

La poran dapat diartikan sebagai suatu komunikasi un­
tuk penyampaian berita , ke terangan, pemberitahuan , 
in formasi a tau pertanggungan jawaban dari bawahan ke­
pada atasan. Selanjutnya menuru t Kep utusan Men teri 
Pendidikan dan Kebudayaan Norn or: 050/0/ 1983 tang­
gal l 9 Januari 1983 , yang dim aksud dengan laporan 
adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fu ngsi setiap satuan organisasi. 

b. Tujuan Laporan 

Tujuan laporan pada umumnya berkisar pad·a hal-hal 
se bagai berikut : 

l) Untuk mengatasi masa lah 
2) Untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efek-

tif 
3) Untuk mengetahui perkembangan suatu masalah 
4) Untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan 
5) Menemukan cara-cara baru dalam penyelesaian ma­

salah. 

c. Bentuk laporan 

Yang dimaksudkan dengan ben tuk laporan di sin i adalah 
format laporan , dengan demikian setiap penulisan la­
pora n hendaknya senantiasa memperh atikan kep utusan 
Menteri Pendidik an dan Kebudayaan Nomor: 050/ 0/ 
1983. 

d. Pelaksanaan 

Pelaksanaan laporan dengan memperhatikan waktu pe­
nyampaian laporan , dapat dibedakan an tara lain : 

1) Laporan Berkala ( Periodik) 
Laporan berkala/ periodik adalah laporan yang se­
cara tepat , teratur disampaikan dengan jangka wak tu 
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tertentu. Contoh: Laporan Tengah Tahunan dan 
Laporan Tahunan. 

2) Laporan Insidental 
Laporan insidental ad alah laporan vang disa mpaikan 
di luar waktu yang telah ditentukan, ha! ini biasa­
ny a beri si sesuatu y ang bersifat insidentil sifat nya. 

3) Laporan Perkembangan dan Keadaan 
Laporan perkembangan adalah laporan yang membe­
ritahukan perkel)lbangan . pcrubahan yang sudah di­
capai dalam usaha m e ncapai tujuan . Laporan kead a­
an ad alah laporan ya ng menggambarkan kondisi 
yang ad a pada saat lap o ran dibuat. 

Laporan disusu n dan disarnpa ikan kepada instansi vcr­
tikal. 



BAB V 
PENUTUP 

Dengan pedoman teknis pembinaan ini diharapkan dapat 
mem ban tu para pembina untuk mengetahui secara jelas dan 
te rperinci ten tang sistematika d<1n operasionalnya, perrnasa­
lahan d an ruang lingkup serta sasaran dan program pembin aan 
penghaya t kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di 
samping itu diharapkan pula sebagai acuan bagi para petugas 
pem bin a baik d i pusat· maupun d i daerah . 
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LAMPIRAN I. 

Formulir Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 
(Formulir A) 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
PROYEK INVENT ARISASI KEPERCA Y AAN TERHADAP 

TUHAN YANG MAHA ESA 

Jal an Cilacap 4, J akarta - Tromol pos 342 
Telp. 343071 ( pc s. 38, 41) 

F ORMULIR A. 

KEPERCAY AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

Harap diisi dan dicoret yang tidak perlu : 

Bila ada uraian dan dokumen tersendiri harap dilampirkan: 
Agar dapat mengisinya menumt makna yang tepat harap di­
lampirkan; 
" Pedoman Pelaksanaan F onnulir - A" terlampir. 

I. Nama Kepercayaan : 

II. Sifat Kepercayaan : 
a. Tun tu nan 
b. Ajanrn 
c. llmu (Kaweruh) 
d . Lainnya 
l. Keba tin an 
2. Kejiwaan 
3 . Kerohanian 
4. Lainnya 

III. Dasar Kepercayaan : 
a. Ketuhanan Yang Maha Esa 
b . Kemanusiaan yang adil dan beradab 
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c. Kepribadian seutuhnya 

d . Lainnya 

IV. Asas d an Tujuan Kepercayaan : 
a. Pem binaan bu di iuhur 
b . Ke tentraman lahir batin 
c. Kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat 
d. Ma nunggai daiam kenyataan Tuhan 
e. Pu rwa Mady a Wasana/sangkan paraning dumadi 
f. La innya . 

Y. Ben tuk Wadah Sosial : 
a . O rganisasi 
b. Paguyuban 
c. Keiompok 
d. Saraseh an 
e. Keakra ban/ Kekadangan 
f. Lai nnya 

YI. Pembentukan Wadah : 
a . Ta nggal 
b . T empat 

c. Pe ndiri/ perintis 
d. Te rdafta r pada Instansi Pernerintah 
e. A drninistrasi k eanggotaan 
f. Administrasi wilayah 
g. Lainnya 

VII. Susu nan Pengurus Inti/ Penanggung Jawab : 

a . Narna dan a iarnat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

b. Kedud ukan dan tugas 

91 



VIII. Pelaksanaan Kepercayaan /Tata Cara Penghayatan : 
a. Perilaku Spiritu al 
b. Perlengkapan fisik / material 
c. Pedoman Penghayatan tertulis 
d. Kepustakaan 
e. Upacara-u pacara khusu s 

IX. Pengalaman Dalam Tata Kehidupan : 
a. Pembinaan Budi Pekerti 
b. Pem binaan keluarga sejahtera 
c. Pem binaan kepemudaan 
d. Pembinaan Kewan itaan 
e. Pembinaan Seni Budaya 
f. Pembinaan manusia pembangunan 
g. Pertolongan terh adap sesama 

X. Data/ Informasi : 

XI. Lampiran-lampiran : 

Aliran Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa Yang 
bersangku tan. 
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Dibuat di . . .. . . ... . . . ... . 
Tanggal . . ... . . .... ..... . 

Tim lnventarisasi Data/ Infor­
masi Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 



LAMPlRAN 2. 

Formulir Pelengkap Data 
( Formulir A.I) 

FORMUUR - PELENGKAP DATA 
(FORMULIR A . 1) 

Harap diis i Fomrnlir A. I dengan sebaik-baik nya. 
Jawaban dituli s pada bagian/ kolorn sebelah kanan Fonnulir ini 
juga, dan rn engirirnkann ya kembali dengan alamat Direktorat 
Pe mbin aa n Pengh ayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Es:.t, J alan Cilacap No. 4 , Jakarta Pusat. 

A . 1. 
I 
- · 
3. 
4. 
5. 

Na ma Kep ercay a:.tn 
Na ma Pendiri (Pertam a) 
Didi rik an pad:1 tanggal / tahun 
Ternp at/ di 
Na ma Peneru s/ Penisepuh/ 
Penanggung jawab seka ran g 
(Bila Pendiri Pcrtama me­
ni nggal dunia) 

6. Alamat Sek retariat di Pusa t 
7. Mempunyai Identitas yang 

berupa "Lam bang" atau be­
lurn / tidak. 

o. Mcmp uny ai A.D. dan A.R.T. 
:Hau sern acamnya atau belum/ : 
tiJak 

9. Terdaftar pad a Instan si Peme­
ri ntah , di mana dan nomor 
serta tanggaln ya 

I 0. Te rn pat di rn ana Formulir ini 
dii si adalah Pusat atau cabang/: 
Perwakilan di · 
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B. I I . Tempat dan tanggal/ tahun 
Cabang atau Perwaki\an di­
dirikan 

" 12. Nam a Perintis yang mendiri­
kan Cabang/Perwaki\an di 
tempat pengisian Formu1ir ini 

13. Nama/ Susunan Pengurus di 
tempat pengisian Formulir ini 

" 14. Alam at Sekretariat Cabang/ 
Perwaki\an di mana Formulir 
ini diisi / dibuat 

"" 15. Jum\ah Anggota/warga selu­
ruhnya dalam wi\ayah di man a 
Formulir ini diisi 

16. Menge\uarkan Tancta Anggota 
atau belum/ tidai<. dan ada 
Daftar Anggota atau be\um/ 
tidak 

l 7. U pacara khusus diselenggara­
kan paJa tanggal / hari 

18. Ajaran yang tertulis berwujud 
buku/catatan yang diberi 
nama a tau belum/ tidak 

19. Buku atau perpustakaan lain 
yang dipergunakan 

20. Menjadi Anggota HPK atau 
be\um/ tidak 

2 1. Perto\ongan terhadap sesama 
diberikan khususnya di bidang 

22 . lnformasi lain yang dapat di­
sampaikan secara tersendiri 

Keterangan : 
" Organisasi Pusat tidak usah mengisi 

""' Pembuktian harap di\ampiri daftar nominatif. 
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LAMPIRAN : 3 
Formulir Pelengkap Data Tata 
Cara Ritual 
(Formulir A.2) 

FORVIULIR PELENGKAP DATA TATA CARA RITUAL 
FORMULIR A.2 . 

Untuk melengkapi data cara ritual dari m asing-masing Organisasi 
dalam rangka lnventarisasi Organisasi Penghayat Kep ercayaa n 
te rh adap Tuhan Yang Maha Esa dih arapkan penyampaian da ta 
yang berupa " isian" seperti di bawah ini , dengan sejauh dan se­
teliti mungkin . 

a. Mem beri lingkaran p ada nomor/ angka yang sesuai. 
b . Mencore t pada nomor/angka yang tidak sesuai , serta 
c . Mem beri isian tambahan dengan m enuliskan seperluny a 

pada tanda titik-titik. 

Perhatian : 

Selesai mengisi/ m engerjakan hendak nya Formulir A.2 mi 
dikirim kembali ke Direktorat Binyat Jakarta d engan dil ampir­
kan bahan pelengkap data seperlunya. 

I. Nama Organisasi . .... . .... .. . . ........ . . ..... . . .. . 

II. A. "Tata Cara Ritual" dalam penghayatan 

I. Scbelum m elakukan penghayatan ritual 
a. Scsuci (M encu ci muka , tangan dan kaki dan se­

baga inya). 
b. Mandi bersih. 
c. Minum teh atau air bersih lebih d ulu . 
d . Makan m aka nan tertentu lebih dahulu. 
e. Dalam keadaan apa adany a/ bebas . 
f. 
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2. Pakaian Ritual 
a. Pakaian asal bersih , rapi dan sopan. 
b. Pakaian adat tert entu . 
c. Pakaia n putih-putih. 
d. Pakai an berwarna t ertentu . 
e. Pakaia n Khusu s 
f. 

3. Temp at Ritu al 
a. Ruang/ kam ar khu sus. 
b. Sem barang temp at/ di mana-mana asa l bersih. 
c. Sanggar. 
d . Tempat yang harus dibawah pohon (ke bun , hu­

tan dan sebagainy a) 
e. Tempat harus su n yi (gua , dan sebaga inya). 
f. 

4 . Perlengkapa n Ritual 
a. Mem erlu ka n alas (kain / tikar). 
b . Mernakai wa ngi-wangian atau bun ga-bungaan . 
c. Mem erlu kan kemenyan . 
d . Mem crlu kan buah-buahan unt uk scsaji. 
e. Mern erlukan maka na n untu k scsaji. 
r. Mcrn erlu ka n kaca/cermin. 
g . Mernerluk a n lampu/ api/ bara (mawa). 
h . Mem erlukan air bersih . 
1. Mem erlu kan barang-barang tertentu . 
J. Memerluka n obyek sesuatu barang tcrtcntu . 
k. Mcm erlukan syara t-sya rat tertentu . 
I. 

5. Sikap Ritua l Badan/ Anggota Tubuh 
a. Berdiri tegak teru s-terusan dengan men y ila ngka n 

di dada . 
b . Dud uk saja teru s-te ru sa n . 
c. Duduk bersila te rus. 
d . Ada variasi antara berdiri dan duduk/ duduk ber­

sil a . 



e. Sambil memejamkan mata . 
f. Kedua tangannya dil ipat saling bertumpu (Ber-

" sedakep "). 
g. Tangan bersembah di dada (ada ka lanya). 
h. Tangan bersembah di hidung (ada kalanya) . 
i. Ada kalanya kepala/ muka menengadah ke atas. 
j. Tangan dalam keadaan bebas/ serasi . 
k. Sikap kepala/ muka menund uk. 
1. Badan dan seluruh anggota tubuh dalam keadaan 

kendor dan bebas. 
n1. . ... ... .. ... . . .. . .. .. . . . ... . . . ... . ... . 

6 . Arah Dalam Penghayatan Ritual 
a. Menghadap ke Utara. 
b. Menghadap ke Selatan. 
c. Menghadap ke Timur. 
d . Menghadap ke Barat. 
e. Bebas serasi . 
f. 

7 . Upacara Doa Ritual 

a. Sendirian 
I) Mengucapkan doa dal am hati. 
2) Mengucapkan doa bersuara pelan/berbisik-

bergumam. 
3) Mengucapkan doa dengan bersuara . 
4) Mengucapkan doa dengan dilagukan . 
5) Mengucapkan doa dengan nada khusu s. 
6) Bernyanyi dalam pengh ayatan. 
7) 

b. Bersama-sama/ dua orang lebih 
I) Mengu capkan doa dalam hati masing-masing. 
2) Mengucapkan doa bersarna berbisiki bergu­

mam. 
3) Mengucapkan doa bersuara bersama-sama. 
4) Mengucapkan doa dilakukan bersama-sam a. 
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5) Ucapan doa dengan nacla khu sus bersama­
sama. 

(1) Doa diucapkan oleh pirnpinan saja ( apabil~i 
ada pimpinan) . 

7) . ... . .. . ... . ..... .. .. . . .. .. ... . . . .. 

o Waktu Ritual 
a. Setial) saat /sewaktu-waktu. 
h. Pagi hari (Pukul 04.00 - 8.00) . 
c. Siang hari (Pukul 08.00 - 17. 00) . 
d. Sore hari (Pukul I 7.00 -- 20.00L 
e Malam hari (Pukul 20.00 · 0 1.001. 
f. Dini hari (Pukul 0 1.00 - 04.00l. 
g. Dilakukan teratur se tiap hari pada jam tertcntu 

(wak tu tersebut di atas). 
h. Dilakukan pacla hari-hari tcrtentu saja. 
1. Sep a nj ang hari sam b ii me lak uk an segab k egia tan . 
J. 

9. Pemantapan Ritual Roha ni 
J. Melakukan Puasa, rialat pati geni dan se bagainya . 
b. Menjalank ai1 tapa brat:.i . 
c. Mencegah makan makanan tertentu . 
d . Mencegah minum minuman tertentu . 
e. 

r. 
(J 
t- · 

Tidak makan dan minum p:.i da rasa tertentu 
(misaL asin dan seb:.igainya) . 
Mengurangi makan dan tidur. 
Tidak makan hari-hari tertentu. 

h . Tidak minum hari-hari tertentu . 
I. 

J. 
k. 

Merendam Jiri di air. 
Lain-lain yang bersifat khusu s. 

I 0. Hari-hari Suci/Besar/ Keramat 
a. Tanggal I Sura. 
b. Hari J um 'at Kliwon . 
c. Hari Selasa Kliwon (Anggara Kasih) . 



d . Hari Kelahiran Pribad i/ Orang Tua . 
e . Hari/Tanggal men erim a wangsit/ wahyu. 
f. Hari me nin gga lnya Orang t ua/Pinisepuh . 
g. Hari/ Tanggal berdirinya Orga nisasi Penghayat 

yang bersangk u ta n. 
h . 

B. Pelengkap Data Lainnya 

I. Dat a da n in fo rmasi: Ditulis d i bawa h ini atau d i 
kertas lain sebagai lampiran­
lampiran ap abila ada. 

2 . Lampiran-lampiran: Dise butkan di bawah m1 apa­
bila ad a . 

a . 
b. 
c. 
d . 
e. 
f. 
g. 

Di buat di 
Pad a tanggal . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. .. . 
Yan g membua t : . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. ... . . 
Tanda tangan . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . 
Nama terang . ... ... . ... .. .. . . ... ... .. . 
Ked udukan .. .. ... . .. .. .. .. .. . . . . . . . . 
(Pinisepuh/ Ketua/ Penu lis dan sebaga inya). 

Al a mat 
U m u r 
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LAMPIRAN 4 
Formulir Daftar Riwayat Hidup 
Pimpin an/Scsepuh Organisasi 

Foto 
2 ~x3Cm 

I. KETERANGAN PERORANGAN 

I. Nama lengkap 
..., 

Nomor tanda I nventarisasi I - · I 

3. ldentitas Jain 

4. Jabatan/ pekerj aan 
I 
I 

5. Tanggal Jahir/ umur 

6. Tempat lahir 

7. Jenis kelamin Pria/ Wanita'' ) 
I 

i 
8. Keyakinan I 

! 
9. Stat us perkawinan Belu m kawin/ Kawin/ Janda/Duda*) I 

10. Alam at a.Jalan i 
Rumah 

b.Kelurahan/ Desa i 
c. Kecamatan I 
d. Kabupa ten/ Ko-

tamadya 

e. Propinsi 
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II. KETERANGAN PENDIDIKAN 

I . Pcndidikan umum di dalam negeri 

No. 
Sekolah/ akademi 

Jurusan 
Dari tahun Lulus Status 

Pcrguruan Tinggi s.d . tahun tahu n Sekolah 
Tcmpat 

I ") 3 4 :'i 6 7 -

I 
I 

I 

III. KETERANGAN ORG ANISASI PENGHAY AT KEPERCAYAAN 

Na ma Orga rnsasi 
Ked udukan d a lam Dari taliun Tern NamaPc mim 

Nu. 
Organisasi s.d . ta hun pat pinOrga n isas i 

I 2 _, 4 5 6 

I 
I 

I 
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IV . KETERANGAN KELU ARGA 

I. I ste ri/ S uami 

No. Nam a Tanggal lahir/ umur Pekerjaan Keterangan 

1 2 3 4 Penghayat Bukan 

-., An a k - · 

No. !\am a 
Jenis Tanggal lahir/ Pekerjaan Ketcrangan 

Kclamin umur 

I 
,.., 3 4 5 Penghayat Bukan -

I 
i 

I 

I 
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V. KETERANGAN LAIN-LAIN 
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Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat 

dengan sesungguhnya. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. 

Yang mcmbuat, 

( ... . . . . . . . . . . . . . . ) 

PERHATIAN 

I. 
') 

3. 

*)Curet yang tidak perlu. 

Ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf cctak. 

Jika ada yang harus dicorct. yang dicoret te rsc bu t harus 
terbaca, kem udian yang benar dituliskan di atas atau di 

bawahnya dan di paraf. 
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VI. CATATAN TINDAK LANJUT 

105 



0 
0\ 

MONITORING PRORAM DAN KEGIATAN 

LAMPIRAN 5 
Furmulir M.J 

PEMBINAAN PENGHA Y AT KEPERCA Y AAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 
Unit Kerja 
Alamat 

NOMOR PROGR AM KERJA KEGJATAN SASA RAN HAS IL MASALAH KETERANGAN 
YANG DICAPAI YANG DIHADAPI 

I 2 3 4 5 6 7 

PETUNJUK PENG!SIAN : ... . Th. 19 . . . . 
l. Ko lom nomor l diisi nomor urut. Petugas Monitoring, 
2. Kolorn nomor 2 diisi p rogram kerja ya ng dilaksanakan. 
3. Kolom nomor 3 diisi jenis kegia ta n yang dilaksanakan. ttd. 
4 . Kolom nomor 4 diisi sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan. 
5. Kolom nomor 5 diisi hasil ya ng dicapai dari pe laksanaan kegiatan. 
6. Kolom nomor 6 diisi masa lah-masalah vang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan . 

(Nama Jclas) 

7. Kolom nomor 7 diisi keteranga n a tau ha l-hal ya ng ada hubunga nnya dengan monitoring. 



0 
-...J 

MONITORING KEGIATAN ORGANISASI 
Nama Organisasi 
Alam at 
Nomor lnventarisasi 

NOMOR KEG!ATAN PELAKSANAAN HAM BA TAN 

I 2 3 

PETUNJU K PENGISIAN : 
I. Kolom nomor I diisi no mor urut. 
2. Kolom nomor 2 diisi j enis kegiatan yang dilaksanakan oleh o rganisasi 

misalnya : Saraschan. penghayatan , pemaparan, penggalian 
nila i-nilai luhur dll. 

3. Kolom nomor 3 diisi pe laksa naan dari kegia tan. 
4. Kolom no mor 4 diisi ham batan-hambatan apa yang dialami o leh organisasi 

dalam mclaksanakan kegiatan. 

4 

5. Ko lom nomor 5 diisi ha l-hal lainnya ya ng ada hubungannya dengan pe laksanaan 
keg iatan organisasi. 

LAMPIRAN 6 
Formulis M.2 

KETERANGAN 

5 

.Th. 19 ... . 
Pengurus Monitoring, 

ttd. 

(Nama Jelas) 
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EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN 
PENGHAYATKEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 

LAMPIRAN 7 
Formulir E.l 

Unit Kerja 
Al a m a t 

HASIL YA NG HASI L PF:L AKSANAAN 
NOMOR PROGRAM KEGIATAN DIH ARAPK AN PENCA PAIAN TA RGET 

I 2 3 4 ) 

PETUNJUK PENG ISIAN : 
l. Kolom nomor I diisi nomor uru t 
2. Kolo m nomor 2 diisi progra m kerj a yang dilaksanakan/ dieva luasi. 
3 . Ko lom nomor 3 diisij enis keg iatan yang dilaksanakan /dieva luasi . 
4 . Kolom nomor 4 diisi hasil yang hara pkan, ya ng meliputi sasaran/ targct, 

maksud / tujua n dari program/ kegiatan yang dilaksanakan/ 
dieva luasi, sesuai denga n ya ng dircncanakan . 

5 . Kolom nomor 5 diisi pencapaian target dari pelaksanaan program/kegiatan. 
6 . Ko lom nomor 6 diisi mutu dari hasil pelaksa naan kegiatan . 
7 . Kolom nomor 7 diisi relevansi dari hasil pe lak sanaan k egiata n . 
8 . Kolom no mor 8 diisi hal-hal lainnya yang ada hu bunga nnya dengan pe lak­

sa naa n eva luasi progra m dan kegiatan. 

KETE RANGAN 
MUTU RELEVANS ! 

6 7 8 

... . . . Th. 19 . . . . 
Petugas Eva luasi 

ttd. 

!Nama Jelas) 



0 
--c> 

EVALUASI KEGIATAN ORGANISASI 

LAMPIRAN 8 
Formulir E.2 

Nama Organisasi 
Alam at 
Nomor lnventarisasi 

NOMOR KEGIATAN HAS IL YANG DIH ARAPKAN 

I 2 3 

PETUNJUK PENG ISIAN : 
l . Kolom nomor I diisi nom or urut 
2. 
3. 

4. 

5. 

Kolom nomor 2 diisi kegia tan yang d ilaksanakan o leh organ isasi. 
Ko lom nomor 3 diisi hasi l-hasil yang diharapkan o leh organisasi, 

yang bersa ngku ta n dari kegiatan yang d ilaksanaka n. 
Ko lom nomor 4 diisi hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan organisasi yang bersangkutan. 
Kolom nomor 5 diisi hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan 

eva luasi kegiatan o rganisasi. 

HASIL YANG DIPEROLEH KHERANGAN 

4 5 

.Th. 19 .. 
Petugas Eva luasi, 

ttd. 

(Nama .lelas) 
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PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP 
TUHAN YANG MAHA ESA 
TAHUN: . . ...... .. .... . 

UNIT KERJA : DIT. BINYAT/KANWIL/KANDEP/KANCAM 

LAMPIRAN9 
Fommlir I. 

HAMBATAN 
US AHA 

NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN/TARGET HAS!L YANG IJICAPAI 
PENANGGULANGAN 

I 2 3 4 5 6 

PETUNJUK PENG!SIAN 
1. Kolom nom or I diisi nomor urut 
2. Kolom nomor 2 diisi program/kegiatan yang dilaksanakan. 

Pelaksana, 

4. Kolom nomor 4 diisi hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program/ke-
giatan. 

5. Kolom nomor 5 diisi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pclaksanaa n 
program/kegiatan 

6. Kolom nomor 6 diisi usaha-usaha penanggulangan ya ng dilaksa nakan untuk 
mengatasi hambatan-hambatan. 
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KEPUTUSAN 
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 

DEPARTEMEN PENDIDlK AN DAN KE BUD AY AAN 
REPUGLIK INDONESIA 

NOMOR: 0151 / FI. IV /N .86 

TENT ANG 

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDA Y AAN 

NASIONAL DAN KEPERCAY AAN TERHADAP 
TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERA L KEBUDAY AAN, 

Menimbang a. ba hwa untuk m enjamin terlaksa nanya 
pembinaa n dan Penge mbanga n Kebu da­
yaa n Nasional seperti yang dic ita-c ita­
kan , m aka penge lolaannya harus di laku­
kan secara u tuh , terpad u dan berkcsi­
nam bungan : 

b. bahwa berhu bun g dengan hal te rsebu t 
di atas dan aga r dap at dicapa inya hasil 
guna d an tepat gun a . Pe ngelolaan Pcm bi-

I 15 



\1engingat 

Menetapkan 
PERTA'\1A 

KEDUA 
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naan dan Pengembangan Kebudayaan 
Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tu­
han Yang Maha Esa, maka perlu ditetap­
kan Pokok-pokok Kebijaksanaan Penge­
lolaan Pembinaan dan Pengembangan 
Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

I. Kepu tusan Presiden Republik Indonesia: 
a. Nomor 44 Tahun 1974; 
b. Nomor 13 7 / M Tahun 1978 ; 
c. Nomor 15 Tahun 1984; 
d. Nomor 29 dan 30 Tahun 1984. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke­
budayaan: 
a. Nomor 0222e/ O/ 1980, tanggal I I 

September 1980; 
b. Nomor 0222g/0/ 1980 , tanggal 11 

September 1980; 
c. Nomor 103/ 0/I 980 , tangga l 11 Ma­

ret 1980; 
d . Nomor 0 I 04/ 0/ 1980 , tanggal I 7 Mei 

1980; 

MEMUTUSKAN : 

Mengesahkan Pokok-Pokok Kebijaksanaan 
Pengelolaan Pem binaan dan Pengem bangan 
Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai­
mana tersebut dalam Lampiran Keputusan 
1111. 

Lampiran dari Keputusan ini adalah merupa­
kan bagian yang tidak dapat dipisahkan de­
ngan Keputusan ini. 



KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pad a tangga 1 

Jakarta 
15 Maret 1986 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN, 

ttd. 

Prof. DR. HARY ATl SOEBADIO 
NIP: 130119123 
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LAMPI RAN Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor : 0151 /Fl. IV/N. 86 
Tanggal : 15 Maret 1986 

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN 
PEMBJNAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUOAYAAN 

NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHAOAP 
TUHAN YANG MAHA ESA 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Kcbudayaan merupakan perwujudan upaya manusia dalarn 
menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam 
arti luas , termasuk tantangan sejarah ya ng dihadapinya. Sebagai 
tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi , 
kebudayaan selalu berkembang sesuai dengan kemajuan masya­
rakat pendukungnya serta perubahan lingkungan. 

Bagi rnanusia perseorangan, kebudayaan merupakan kerang­
ka acuan yang mengandung nilai-nilai, gagasan, dan pandangan 
hidup yang membentuk kepribadian sebagai pendukung i<ebu­
dayaan. Pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan ke budaya­
an ci iperoleh rnelalui proses pendidikan dalam masyarakat se-
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hingga kebudayaan itu menjadi fx<tor pengikat para pendu­
kungn ya dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu , kebuda­
yaan merupakan mekanisme yang mengendalikan sikap dan 
pola tingkah laku sesama anggota sehingga tercapai ketertiban 
sosial dan efektivitas upaya dalam proses adaptasi secara aktif. 

Sebagai tanggapan aktif terhadap lingkungan a'lam , ling­
kungan sosial, dan lingkungan budaya yang ada, kebudayaan 
selalu berkembang. Namun, cepat lambatnya perkembangan 
kebudayaan sangaat dipengaruhi oleh banyak fai<:tor baik dari 
dalam maupun dari luar. Kemampuan masyarakat pendukung 
memahami dan menanggapi tantangan secara tepat , dalam 
bentuk penemuan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan 
baru, serta kemampuan menyerap pengaruh kebudayaan asing 
yang diperlukan melalui kontak-kontak kcbudayaan sangat me­
nentukan perkembangan kebudayaan. 

Mengingat cepat lambatnya perkembangan kebudayaan itu 
tergan tung pada kemampuan masyaraka t pendukungnya me­
nangga pi segala tantangan yang dihadapi , pembudayaan masya­
rakat pendukungnya (enkulturasi) tidak dapat diabaikan. Usaha 
menanamkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial , dan pan­
danga n hidup harus dilaksanakan sedini mungkin , secara ber­
kesinambungan dan terarah. Anggota m asyarakat pendukung 
kebud ayaan harus dipersiapkan agar m ampu mengembangkan 
cipta , rasa , dan karsa dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya 
yang lu hur. Se baliknya , kebudayaan yang dilestarikan itu akan 
membina kepribadian, rasa kesetiakawanan serta ciri pengenal 
bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Pembudayaan masyarakat bagi bangsa Indonesia sangat pen­
ting mengingat kenyataan bahwa: 

1. Masyarakat Indonesia yang majemuk d an terdiri dari banyak 
su ku bangsa dengan aneka ragam lat ar belakang kebudayaan 
mcmerlu kan kerangka acuan nasiona l. 

2 . Pem bangunan nasional yang pad a hakikatnya merupakan 
proses pembaharuan , cepat atau lam bat akan menimbul kan 

119 



pergeseran nilai-nilai buuaya dan perkembangan norma­
norma sosial. 

3. Kemajuan teknologi yang memperlancar berlangsungnya 
kontak-kontak kebudayaan akan menimbulkan masalah 
yang berkaitan dengan perpaduan budaya (akulturasi). 

4. Pertambahan penduduk dan menimbulkan masalah yang 
berkaitan dengan pemanfaatan dan pembagian sumber 
day a. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas usaha pembinaan 
dan pengembangan kebudayaan perlu dikelola secara utuh , 
terpadu , dan berkesinambungan. Kebijaksanaan pengelolaan 
kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlak­
sananya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional 
seperti yang dicita-citakan . 
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BAB II 
LAN DASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

1. Landasan It.;.eal Pancasila 

La nd asan ideal Pancasila yang terca ntum dalam Pembu­
kaan Unda ng-U ndang Dasar 1945 adalah sebaga i berikut: 

" Kemudian dari pada itu , untuk membentu k suatu peme­
rintahan negara Indonesia yang melindu ngi sege nap bangsa 
In J o ncsia dan seluruh tumpah da rah Indonesia dan untu k 
memajukan kesejahteraan umum , m encerdaskan kehidupan 
bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber­
dasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan 
sosia l, maka · disusunlah Kem erdekaan Kebangsaan lndo­
nes ia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Re­
pu blik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan ber­
dasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 
adil dan beradab , persatuan Indonesia , dan kerakyatan yang 
dipimpin oleh hik mat kebijaksanaan dalam permusyawa­
ratan/ perwai<ilan , serta dengan mew ujud kan suatu keadilan 
sosia 1 bagi seluruh rakyat I nJonesia". 

2. Lamfasan Konstitusioaal 

a. Und ang-U ndang Dasar 1945 Pasal 32 yang berbunyi: 
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" Pemerin tah memaj ukan kebudayaa n nas ion al Indo ne­
sia" . Hal ini mengandun g arti seperti tersebut dalam 
penjelasa n pasal te rse but ; ya itu : " Keb udayaan bangsa 
ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi 
ua ya rakyat Indonesia seluruhnya. 
Ke budayaan lama da n asli yang t erdapat sebagai puncak­
puncak kebudayaan di daera h-daerah d i seluruh Indo­
nesia, terhitung seoagai kebu dayaan bangsa . Usaha ke­
b udayaan haru s menuju ke arah k emajuan adab , budaya 
dan persatuan , dengan tidak menolak bahan-bahan baru 
dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan 
atau memperkaya kcbudayaan bangsa sendiri , serta 
mempertin ggi derajat kem anusiaan bangsa Indonesia". 

b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasa l 36 yang berbunyi 
" Bahasa negara ialah bahasa Indonesia" . 
Penjelasannya: "Di daerah-daerah yang mempunyai 
bahasa sendiri yang dip el ih ara o leh rakyatnya dengan 
baik -baik (misalnya bah asa Jawa , Sunda, Madura, dan 
sebagainy a) , bahasa-bahasa itu akan dihormati dan di­
pe lihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itupun m erupa­
kan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup". 

c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (l) berbunyi: 
" Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" . 
Penjelasannya: "Ayat ini m eny atakan kepercayaan 
bangsa Indonesia terhad ap Tuhan Yang Maha Esa" . 
Pasal 29 ayat (2) berbunyi : 
"Negara menj amin k em erd ekaan tiap-tiap penduduk 
untuk m emeluk agama nya masing-masin g dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". 

3. Landasan Operasional 
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Sejalan dengan Garis-garis Besar Halu an Negara (Kete­
tap an Maj e lis Perm usyawaratan Rakyat No . 11 /MPR/ 1983) , 
land asan operasional pem bin aan dan pengembangan kebu-



dayaan termasuk pembinaan penghayat kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa , adalah sebagai berikut: 

a . Nilai budaya Indonesia harus dibin a dan dikembangkan 
guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal 
rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta memper­
oleh jiwa kesatuan. 

b. Kebudayaan nasional terus dibina dan diarahkan pada 
penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandas­
kan Pancasila. 

c. Dengan tumbuhnya kebudayaan yang berkepribadian 
dan berkesadaran nasional maka sekaligus dapat dicegah 
nilai-nilai sosial budaya yang bersi fat f eodal dan kedae­
rahan yang sempit serta ditanggul angi pengaruh kebu­
dayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditum­
buhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan 
menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang 
memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses 
pembangunan. 

d. Tanggung jawab sosial dan disiplin nasional dibina dan 
dikembangkan secara lebih nyata dalam usaha untuk 
memperkokoh kesetiakawanan nasional , lebih mena­
namkan sikap mental tenggang rasa , hemat dan seder­
h ana, bekerja keras, cermat, tertib , penuh rasa pengab­
dian , jujur dan kesatria. 

e . Usaha-usaha pembauran bangsa perl u lebih ditingkatkan 
di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi 
maupun sosial dan budaya , dalam rangka usaha memper­
kokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta memantap­
kan ketahanan nasional. 

f. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksa­
nakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik 
dan benar. 

g. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pe­
ngembangan bahasa Indonesia dan u ntuk memperkay J 
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perbendaharaan bahasa Indonesia , dan khasanah kebu­
day aan nasional sebagai salah satu sarana identitas na­
sio nal. 

h. Dalam pembinaan kesenian perlu dikembangkan tum­
buhnya kreativitas senim an yang sehat mencerminkan 
kepribadian bangsa Indonesia , serta penye<liaan sarana 
dan prasarana yang diperlukan . 

1. Pembinaan kesenian daerah d iting}~ati<.an dalam rangk a 
pengembangan i<. esenian nasional agar dapat lebih mem­
perkaya k esenian Indonesia yang beraneka ragam . 

J. Tradisi dan peningkatan sejarah yang mempunyai nilai­
nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta !<emanfaatan 
nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk , 
memperkaya , dan memberi corak kepada kebudayaan 
nasional . 

k. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tu­
han Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan 
perikehidupan bekepercayaan terhad ap Tuhan Yang 
Maha Esa ad alah selaras dengan penghayatan dan penga­
malan Pancasi\a . Perikehidupan tersebut perlu terns di­
kembangkan , diamalkan didalam kehidupan pribadi dan 
sosial kemasyarakatan , serta diusahakan sarana bagi pe­
ngembangannya sehingga terbina kerukunan untuk ber­
sama-sam a mem ba ngun masyarakat . 
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1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak me­
rupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan ke­
pada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan: 

a. Agar tidal< mengarah pada pembentukan agama baru . 

b . Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang 
perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ke­
tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab . 



1. Konsepsional 

BAB III 

TU JU AN 

Pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan kebudayaan 
bertujuan memberikan arah pembinaan dan pengembangan 
kebudayaan nasional demi terwujudnya kemampua n adab 
dan budaya yang berakar pada kepribadian bangsa dan 
memperkokoh semangat persatuan dan keta hanan nasion al. 

2. Operasional 

Meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbang­
an usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang 
menyeluruh, terpadu , dan berkesinambungan . 
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BAB IV 

FUNGSI 

Fungsi pengelolaan kebudayaan adalah : 

I. Mengungkap , meneliti , memelihara, dan melestarikan kebu­
dayaan bangsa agar dapat menjadi modal dan pedoman, baik 
dalam proses modernisasi maupun transformasi kebudayaan 
ke arah peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa 
berdasarkan Pancasila. 

2. Mengembangkan kebudayaan nasionat dengan menyediakan 
berbagai fasilitas untuk metaksanakan pendidikan, pengung­
kapan , penelitian, pemetiharaan , dan pelestarian kebudaya­
an serta menciptakan iklim yang memungkinkan semua la­
pisan masyarakat menghayati nilai-nilai kebudayaan nasio­
nal. 

3. Memperkaya kebudayaan nasional dengan membina dan 
mengembangkan kondisi yang memungkinkan perkembang­
an kebudayaan tradisionat yang setaras dengan perkembang­
an kehidupan bangsa Indonesia, serta memungkinkan per­
tum buhan dan perkembangan daya cipta karya seni dan 
karya akat budi . 

4 . Membina ketahanan nasional khususnya di bidang kebuda-
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yaan agar masyarakat mempunyai pilih dan Jaya snap da­
lam 111cnghadapi pcngarnh kebudayaan asing 

5. Mcningkatkan pcnghayatan kdrnJayaan nasional cL!larn 
rangka membina rnasyarakat yang mandiri. penuh prakarsa. 
da~1 day a cipta untuk berpera11 serta dalam me11ge111 bangk;in 
k,·!1udayaan nasional Jan meningkat:,an t,l!at lmlup pribad1 
dan masyarakat. 
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1. Kcpurbakalaan 

BAB V 

PENGELOLAAN 

a. Pengelolaa n k epurbakalaa n ialah usaha meningkatkan 
pcngetahuan. m emupuk kesadaran. serta penghayatan 
masyarakat akan nilai-nila i ya ng t erkandu ng dalam pe­
ninggalan sejara h dan purbakala sebagai warisan budaya 
nasional agar ma syarakat dapa t menghargai dan berp e­
ran serta melindungi k eles tar ia nnya. 

128 

b. Pengelolaan kepurbakalaan dilaksanakan melalui usaha 
dan k eg:ia tan pokok sebagai b erikut : 

I ) Meningkatkan p era n serta ma syarakat dalam melin­
dungi kelestarian peninggalan sejarah da n purbakala 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku t en tang b enda cagar budaya. 

2) Melaksa nakan kegiatan penelitian. ekskavasi , perlin­
dungan, pem eliharaan, pemugaran, inventarisasi, do­
kumentasi, pemanfaatan, penyuluhan, dan publika si 
peninggalan sejarah dan purbakala. 

3) Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga 
pengelola k epurbakalaan serta pengadaan sarana 
penunjang. 



4) Membina hubungan kerjasam a dengan semua piliak 
ya ng membantu kelancaran p engelolaan. 

6) M emajuka n masyaraka t profesi ark eologi sebagai 
usaha memasyarakatkan kegia tan kepurbakalaan. 

2. Kesejarahan 

a. Pengelolaan kesejarahan ditujukan untuk persatuan dan 
kesa tuan bangsa yang dilandasi ol eh kecintaan t erhadap 
ta nah a ir , semangat pengabdian t erhada p nusa dan bang­
sa, serta rasa kebanggaan nasional . Usaha tersebut dise­
lenggarakan d engan meningkatkan kesadaran sejarah 
sebagai satu bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur 
da n nilai-nilai perjuangan yang melandasi peristiwa­
peris tiwa sosial budaya di masa lampau serta pemikiran­
pemikiran para tokoh dan pahlawan bangsa. 

b. Pengelolaan kesejarahan dilaksan akan melalui usaha dan 
kegiatan pokoksebagai berikut: 

I) Merekam, mengungkapkan, da n menyelenggaraka n 
penulisan sejarah bangsa serta pemikiran tok oh­
tokoh dan pahlawan bangsa. 

2) Melakukan pembinaan p enulisan sejarah nasi onal. 

3 ) Memp ersiapkan bahan penyuluhan/ pendidikan k ese­
jarahan, khususnya sejarah p erjuangan bang &.1 un­
tuk disebarlua skan dalam rangka peningkatan k esa­
daran sejara h masyarakat . 

4) Mencatat petilasan sejarah dalam usaha m elengkapi 
data dan informa si sejarah perj uanga n bangsa. 

5 ) Meningkatkan keahlian dan k e trampilan tenaga kc'­
sejarahan. 

6 ) Mernajukan masyarakat profesi kesejarahan sebaga i 
usaha m ernasyarakatkan kegiatan kesejarahan. 
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:3. Nilai Tradisional 
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a. Pen gelolaan nilai tradisi on al di tujukan un tuk mem bin a 
budaya bangsa dalam rangka mewujudkan manusia In­
donesia seutuhny a yang sadar akan ke beradaannya se­
bagai anggota ma syarakat bangsa Indonesia dan pendu­
kung k e budayaan nasional ya ng aktif. Pembinaan bangsa 
diselenggarakan denga;i cara menanamkan nilai-nilai 
trad ision al, norm a-norma sosial dan pandangan hidup 
ya ng di gali dari kebuday aa n-k ebuda yaan yang tumbuh 
dan berk emban g di In donesia serta m erangsan g cipta , 
rasa karsa segenap anggota masyarakat sebagai pendu­
k ung ke budayaa n nasi on al. 

b. Pen gelo laan nilai tradisional dilaksanak an melalui usaha 
dan ke gia ta n pokok se bagai berik u t : 

1 ) Perekam a n dan penggalian nilai-nilai budaya bangsa 
baik yang tumbuh dan berkembang di daerah-da e­
rah , baik di masa lampau maupun masa kini . 

2) Mempersiapkan bahan pendidik an ke budayaan bang­
sa. 

3) Menye barluaskan informasi tentang aneka ragam ke­
budayaan di Indonesia se bagai upaya m emasyarakat­
kan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka penge m­
ba ngan kebudayaan nasional. 

4) Memupuk semangat masyarakat aga r secara aktif 
ikut se rta meles tarikan keb ud ayaan bangsa melalui 
rendidik a n . pc mberian pe ngh argaan dan bantuan 
kepada lembaga-lembaga ya ng rc leva n den ga n usa ha 
pengembangan keb ud ayaa n na sion al. 

5) Meningkatkan keahlian dan k e trampil an ten aga pe­
n gelola nilai t radisional dan me ningkatkan sa rana 
penunJan g. 



4. Kescnian 

a. Pengelolaan kesenian ialah meningkatkan penghayata n 
seni masyarakat dan m en gem bangkan kre ativi tas seni­
man da lam men gungkapkan rasa keindahan yang m en­
cerminkan kepribadian bangsa Indonesia dalam rangka 
men ciptakan kehidu pan seni di masyarak~t secara sel;at. 
subur d an mera ta. 

b. PL'n ~elolaan k ese nian dilaksanakan melal ui usah a dan ke­
giatan pokok sebagai berikut : 

1 J Menciptakan suasa na yang m em ungkinkan perkem­
bangan kreativitas dan apresiasi seni. 

2) Membina dan m en gembangkan k ese ni an yang m e­
mungkinkan tercip tanya karya sen i yang serasi dc­
n p.a n perkembangan a ka! dan bud i. 

3) Me ningkatkan rn utu da n jumlah tenaga profesion al 
di bidang kesenian , seperti senirnan pelaku, senim an 
pen cipta, d an pamong kesenian . 

4) Memperluas kemungkinan dan kem am puan anggota 
rnasyarakat untu k turut men ghayatL m enikmati , 
m embina , m emperk aya , mem iliki, dan m eny e bar­
luaskan ha sil karya kesenian nasi on al. 

5) Mengusahakan kelengk apan sa rana lembaga d an 
pusa t-pusa t peneli tian serta m en ingkatkan pengkaji­
an , penyajian dan pendidikan keseni an. 

5. Kehahasaau <lan Kesas traau 

a . Pcn gc lolaan ke bahasaan dan kesastra an pada dasarnya 
bertujuan me man ta pkan kedudukan dan fungsi bahasa­
ba hasa ya ng t e rd ap~1 t di In do nesia, khus usnya bahasa 
Indonesia dan daerall . Di sam ping itu , pengelolaan ter­
sc but juga be r tuj uan m eningkatkan kesad aran m anusia 
Indonesia a kan peranan d an m anfaa t bahasa sebagai 
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sarana utama pengernbangan kebudayaan nas iona l sertJ 
ilrnu pengetahua11 clan t eknologi . 

b . Bahasa-bahasa yang t erdapat di Indonesia perlu dibina 
dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang te r­

dapat da lam U nd ang-U nd a ng Dasar 1945 , Garis-Garis 
Besar Haluan Negara , sert a k educluK.an dan fungsinya. 
Penge lo laa n k ebahasan dan kesas traan dilaksanakan 
m~lalu i usaha cl an '.<egiatan pokok sebag;:ii beriku t: 

I ) Pem binaan 
Pemakai bahasa perlu di l.J ina sec ara tern s menerus 
sehingga para pemakai bahasa itu memiliki sikap , ke­
mampuan, dan ketrampilan berbahasa yang baik 
sesuai dengan tingkat kebutuhan clan peranannya 
dalam pembangunan nasional. Usaha itu dapat beru­
pa pendidikan, penyelenggaraan temu karya , pencip­
taan suasana penggunaan bairns<., yang baik. pengga­
lang:an hubungan kerja sarna, pemberian bea siswa , 
clan penyediaa n tenaga ahli serta sarana penunjang 
pembinaan. 

2) Pengembangan 
Bahasa Indonesia clan daerah serta pengajaran bahasa 
asing perlu dik.embangkan melalui kegiatan seperti 
inventarisasi. penelitian penulisan. penerjemahan , 
penyusunan buku acuan clan pengadaan perpusta'.<a­
an clan dokumentasi kebahasaan . 

6. Kepercayaan Terhaciap Tuhan Yang Maha Esa. 

a. Pembina an pe nghayat kepercayaan te rhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dila :<: sanakan untuk m ew ujudka n peng­
hayat kepercayaan terhadap Tuhan Yan g Maha Esa 
sebagai berikut : 
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1) Pelaksana kepercayaan te rhadap Tuhan Yang Maha 
Esa sesua i dengan dasar Ke tuhanan Yang Maha Esa 
menurut Liasar kernanusiaan yang adil dan bcradab . 



2) Pengembangan dan pengam al budi luhur , dan 

3) Pelaksana pembangun an d enga n sasaran tat a krama 
hidup berbudi luhur , tata laksa na hidup ber Tuhan 
dalam m asyaraka t berad ab , ta ta hukum nasio na l 
ya ng ad il d an me rata , tata kom unik asi yang m an tap 
dalam kerukunan nasional , d an tata organisasi pem­
binaan penghay at kepercayaa n terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. 

b . Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dilaksanakan m e lalui usaha dan kegiatan 
pokok sebagai berikut : 

I ) Mela!<sanakan Pedoman Penghayatan dan Pengama l­
an Pancasil a d ala m kehidupa n pri badi dan masyara­
kat penghayat. 

2) Mengi nve ntarisasi dan m engindentifikasi pc rnyataa n 
dan karya penghaya t . 

3) Mem berikan penyulu han tentang hukum dan mcng­
ikuti pe nerapan huk um terhaJap pcnghayat dalam 
pcrike hidup an kemasyarakat an . 

4) M cny eh:~ n ggar a~.;a n sarasehan sc rta mcngadakan pe n­
dalaman dan pemaparan budaya spiritual keperca ya­
an terhadap Tuhan Yang Mah a Esa . 

5) Memantapkan tata orga nisasi dan ke rjasam:i pcmb i­
naan pcnghayat. 

6) Meningkatkan keahlian dan keterampil an tcnaga 
pengelola kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa d a n me ningkatkan sarana penunj a ng. 

7. Permuseuman 

a . Pe ngelo laan permuseuman dil aksanakan untuk me nc ip­
takan sistem permuseuman yang dapat me nunj a ng 
usa h a-usaha pembangunan bangsa. Museum , sebaga i 
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komponen sis tem permuseuman , baik museum umum 
maupun ;(husus dapat mclaksanakan fungsinya sebagai 
sarana pengumpulan , perawatan , pcngkajian , pendoku­
mentasian , penyajian , dan pcngkomunikasian bukti­
bukti material alam dan budaya untu lc kcpentingan 
stud i da n rckreasi. 

b. Pengelol aan pe rm useum an dilak sanakan mel alui usaha 
dan kegiatan pokok sebagai berikut : 

I ) Menciptakan peraturan peru nd ang-und anga n yang 
dapat memberikan jaminan dan kepasti an hukum 
mengenai pen yclenggar aan dan pengolahan museum, 
baik museum pemerintah maupun swasta. 

2) Menyelcnggarai<an mu seum nasion al, museum -mu­
seum umum tingka t propinsi dan museum-museum 
khusus. 

3) Meningk atkan fungsionalisasi museum schingga mu­
seum dapat ber manfaat sebagai lembaga sosial­
edu ka ti f-k ultura l. 

4) Meningk atkan kemamp uan dan k etram pila n tcnaga 
permuseum an da n meningkatkan sarana pe nunj ang. 

5) Memajukan masyara kat profesi permuseuman cla n 
perhimpunan peminat museum sebagai usaha me­
masyarakatkan museum . 

8 . Perpustakaan dan Perbukuan 
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a. Pengelolaan pcrpustak.aan dan peruukuan dilaksanakan 
untu!c mewujudk an pelayanan jasa perpustakaan kepada 
seluruh lapisan m asyarakat Indonesia guna peningkatan 
dan pemenuhan keb utuhan pendidikan, informasi ilmu 
pengetahuan , pcnelitian, rekreasi , sehat dan pelestarian 
kebudayaan dalam bentuk tu lisan d an rekam an. 

b. Pengelolaan perpustakaan dan perbukuan dilaksanakan 
meliputi usaha dan kegiatan pokok sebagai berikut: 



I) M e nc iptaka n dan menyu sun pera turan pe run da ng­
und angan serta berbaga i p edo m a n y ang dapat m e n­
j amin terwujudnya p e nyel enggaraan berbagai j e nis 
p erpu s taka an d an be rke m bangn ya p ro duk si da n 
p e ngadaan pe rbukua n y ang seh at d a n m an tap . 

2 ) M e ny ele nggarak a n pe rpu s taban nasion a l, p e rpu sta­
kaa n w il ayah , perpus ta kaan um um , dan pcrpu st aka­
an kel ilin g . 

3) M em ba n t u p e n gem ban g.an perp us ta kaan 111 e l a Jui be r­
baga i kegia ta n . 

4) Mem aj uka n m asya rakat p ro fes i perpu stakaan da n 
p emina t pe rpu sta i< aan seoagai usaha m ernasyara kat -

k an pe rpu stakaan . 

5) M e nin gkat~a n keahlian d a n l<.e t1a m p il a n te n u.ga pe r­
pu stak aan dan m e nin gka t l<. a n sa r a na pe nunja ng. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Pengelolaan kehuday,rnn nasi o nal dan kepercayaan terhacbp 
Tuhan Yang Mah a Esa ditujukan untuk me nciµtakan suasancl 
dan iklim yang mcmungkinkan peng.embangan kcbudayaun 
bcrlang.sung secara scrasi sesuai dengan tuntut ,1n pe rkemb ,111g;.in 
masyarak<1t l11cl oncsi:1 yang majemuk . 

Pt>ngelolaan itu dilaksanakan dengan mernanfaatkan penga-
1:.Jrnan ba ngsJ Ind onesia d imasJ lampau, berped oman padcl ciL1-
1.:i ta nasional se rtJ memperhatik an kenyJtJan-kL·nya taan :-.osia l 
buclaya masa kini . 

Tujuan akhir pcngl'loban kcbudayaan na sional clan kepL·r­
c:iyaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya ng merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional ada lah mcwu­
judkan rnanusia Indon esia seutuhnya yang mampu rnerealisa si­
kan pribadinya dalam kehidupan bermasyarakat berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaJ n pembinaan dan 
pengembangan kebudayaan nasional di lengkapi dengan pedo-
111 an dan petunjuk pelJksanJan. 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA YAAN. 

rtd . 

Prof. Dr. HARY AT! SOEBADfO 
NIP : l 30 l 19 l 23 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Umum 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 
Budaya Spiritual yang berunsurkan tuntunan luhur dalam 
wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati oleh 
penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keya­
kinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, d engan membina 
keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta m enghaluskan 
budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa 
dan kedewasaan rokhani, demi mencapai kesejahteraan dan 
kesempurnaan hidup di dunia dan di a lam kekal. 
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Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa merupakan warisan dan kekayaan rokhaniah bangsa 
Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang memi­
liki nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu perlu dilestarikan dan di­
kembangkan. 

Atas dasar hal-hal tersebut maka pemerintah melaksana­
kan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, terutama diarahkan kepada pembi­
naan budi luhur bangsa sebagai perwujudan dan pengamalan 



budaya spiritual yang merupakan saiah sa tu aspek pemba­
ngunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dengan Keputu san Presiden Nomor: 27 jo 
Nom or 40 tahun 1978 dibebankan kepada Departemen Pen­
d idikan d·an Kebud ayaan yang dalam hal ini Direktorat Jen­
dera l Kebudayaan dilengkapi dengan Direktorat Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan terhadap T uhan Y · 5 Maha Esa . 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pe ndidikan dan Keb u­
d ay aan Nomor 0222e/O/ 1980, Direktorat Pembinaan Peng­
haya t Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditugas­
kan untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direkto rat 
J en deral Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidu pan 
masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa berdasarkan kebijaksanaan teknis yang dit etapkan 
olch Direk to rat Jenderal Kebudayaan . Oleh brena itu Di­
rek to rat Pem binaan Penghayat Kepe rc;.iyaan terhadap Tu­
han Yang Maha Esa berf ungsi merumuskan kebij aksanaan 
teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan terse but dan m elak­
sanakan usaha-usaha pern binaan . 

Dalam ha! pembinaan Direk torat Jend.eral Kebudayaan 
te la h menetapkan kebijaksanaan tek nis, yaitu : 

a. Ke tetapan Direktur J enderal Kebudayaan Nomor 021 / 
A .I/ 1980, kemudian disempumakan dengan ketetapan 
Nomor 0957/ FI.IV/E.88 tentang Pedoman Pembinaan 
Pengh'!yat Kepercayaan terhadap T uh an Yang Maha Esa . 
Pedoman ini merupakan pedoman pembinaan umum , 
dan telah dirumuskan m enjadi pedoman-pedoman teknis 
pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman 
Teknis Pembinaan rnerupakan pedoman. pelaksanaan 
p~rn binaan oleh tenaga pem bin a pusa t dan daerah serta 
pern binaan oleh instansi terkait . 
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b. Ketetapan Direktorat J enderal Kebudayaan Norn or 
0151/FI.IV/N.86 tentang pokok-pokok Kebijaksanaan 
pengelolaan Pemb:inaan dan Pengembangan Kebudayaan 
Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. Pokok-pokok kebijaksanaar. ini bersifat operasional 
yang merupakan usaha-usaha yang d:ilakukan dalam 
pembinaan. Oleh karena ketetapan ini barn merupakan 
pokok-pokok atau gar:is besar saja, maka Direktorat 
Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
untuk merumuskan menjad:i kebijaksanaan teknis ope­
rasional pembinaan penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, yang akan menjadi bahan pe­
nyusunan program lima tahunan (Pelita V), maupun 
program-program tahunan Direktorat Pembinaan Peng­
hayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Tujuan 

Tujuan perumusan keb:ijaksanaan teknis operasional ini 
untuk memberikan arah pembinaan dan pen gem bangan 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
dalarn mencapai tujuan pembinaan. 

3. Dasar 

a. Pancasila 
b. Undang-Undang Dasar 1945 
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c. GBHN tahun I 988 
d. Keputusan Presiden Nomor 27 yo Nomor 40 tahun 

1978 
e. R epel:i ta V 
f. Keputusan Menteri Pend:idikan dan Kebudayaan Re­

publik Indonesia Nomor 022e/O/ 1980 
g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu­

blik Indonesia Nomor 0255 /0/ 1981 



h. Kcputusan Direktur J enderal Kebudayaan Norn or 0151 I 
FI. IV /N. l 986 

i. Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 0957 / 
Fl. IV /E.88. 
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BAB II 
KEBIJAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL 

Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan 
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa se­
perti yang telah ditetapkan oleh Direktur J enderal Kcbudayaan 
pada Keputusan Nomor 0151 / FI.IV/ N.86. sebagai be rikut: 

1. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dilaksanakan untuk mewujudkan penghayat ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. sebagai berikut : 

a. Pelaksana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
menurut dasar kemanusiaan ya ng adil dan beradab. 

b. Pengemban dan pcngamal budi luhur. 

c. Pelaksana pembangunan dengan sasaran tata krama hi­
dup berbudi luhu r, tat.a laksana hidup ber Tuhan dalam 
masyarakat beradab . ta ta hukum nasional yang adil dan 
merata, tata komunikasi yang mantap dalam kerukunan 
nasional , dan tata organisasi pembinaan penghayat ke­
percayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pem binaan penghaya t kepercayaan tcrhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dilaksanakan melalui usaha clan kegiatan pokok 
sebagai berikut : 
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a. Melaksanakan pedoman penghayat dan pengamalan Pan­
casila dalam kehidupan pribadi dan masyarakat peng­
hayat. 

b. Menginventarisasi dan mengindentifikasi pernyataan dan 
karya penghayat. 

c. Memberikan penyuluhan tentang hukum dan mengikuti 
penerapan hukum terhadap penghayat dalam perikehi­
dupan masyarakat. 

d. Menyelenggarakan sarasehan serta mengadakan pend<J­
laman dan pemaparan budaya spiritual kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

e. Memantapkan tata organisasi dan kerjasama pembinaan 
penghayat. 

f. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga penge­
lola kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
meningkatkan sarana penunjang. 
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BAB III 

PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS 

Kebijaksanaan Teknis pembinaan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini di arahkan pada 6 pokok 
kebijaksanaan yang terurai dengan program kegiatan sebagai 
beriku t : 

I . Melaksanakan pedoman penghayat dan pcngamalan Panca­
sila da lam kehidupan pribad i dan masyarakat pengh aya t. 
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a. Mcngikutsertakan penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa pada penataran P-4. 

h. Mengarahkan pengamalan P-4 pada organisasi penghayat 
kepercayaan/ penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 
Ya ng Mah a Esa yang lain . 

c. Mendorong keterlibatan penghayat kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Mah a Esa dalam kegiatan kemanusia­
an. 

Menginventarisasi dan mengindentifikasi pernyataan dan 
karya penghayat. 

a. Menginventarisasi data organisasi penghayat kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 



b. Mendokumentasi hasil inventarisasi penghayat keperca­
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Mengolah hasil inventarisasi penghayat kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Menyajikan data tentang penghayat Kepercayaan ter­
hadap Tuhan Yang Maha Esa. 

e. Mengadakan studi kepustakaan yang mengungkapkan 
tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa . 

f. Memantapkan ciri-ciri umum penghayat kepercayaan 
te rhadap Tuhan Yang Maha Esa . 

g.. Menggali nilai-nilai luhur penghayat kepercayaan terha­
dap Tuhan Yang Maha Esa. 

h. Melakukan publikasi 

3. M em beri kan penyuluhan te n tang huk urn dan mengik u ti 
penerapan hukum tcrhadap penghayat dalam perikchidu pan 
masyarakat. 

a. Memantau pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kepercayaan dan perikehidupan masyarakat 
penghayat. 

b. Mengadakan penyuluhan hukum demi terciptanya sua­
sana yang menunjang pelaksanaan dan perikehidupan 
penghayat kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa. 

c. Memberikan pengarahan pada berbagai kesempatan per­
te muan yang diselenggarakan olch penghayat kepercaya­
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk 
mengkomunikasikan pelaksanaan hukum yang berkaitan 
dengan masalah kepercayaan dan perikehidupan masya­
rakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. 
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4 . Menyelenggarakan sarasehan serta mengadakan pendalaman 
dan pemaparan budaya spiritual penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

a. Mengadakan sarasehan. 

b. Menyelenggarakan pendalaman budaya spiritual. 

c. Pemaparan budaya spiritual. 

5. Memantapkan ta ta orga nisasi dan kerjasama pembinaan 
penghayat. 

a. Mengadakan evaluasi pelaksanaan pembinaan yang ber­
kesinam bu ngan . 

b. Menyusun program dan kegiatan tahunan serta menyu­
sun laporan . 

c. Memantapkan komunikasi antar penghayat dan peme­
rintah yang terk ait dalam usaha peningkatan pembi­
naan . 

d. Meningkatkan kerjasama dengan HPK dalam pembinaa11 
organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa . 

e. Memantapkan kerukunan antar masyarakat penghayat 
serta kernku nan dengan masyarakat berketuhanan yang 
lain. 

6 . Meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga pengelola 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mening­
katkan sarana penunjang. 
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a. Mengadakan bimbingan tenaga pembina penghayat ke­
percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b . Meningkatkan pegawai Direktorat Pembinaan Penghayat 
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara 
kualitatif dan kuantitatif. 

c. Meningkatkan disiplin pegawai Direktora t Pem binaan 
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. 



d . Mengadakan bimbingan pamong budaya spiritual. 

e. Menciptakan suasana kerja yang ten ang dan aman. 

f. Menyediakan sarana sesuai dengan bidang tugas dan 
o perasional k egi atan. 

g. Peningka tan efektivitas dan efi siensi kerja sesuai dana 
te rsed ia , serta u saha peningka tan biaya pen unjang 
p rogram. 

R ealisasi dari pokok-pokok kegia tan-k egiatan in i dijabarkan 
da lam program tahun an berd asarkan pnoritas sesuai dana 
yang ada. 
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BAB IV 
PENUTUP 

Sesuai dengan tuju an pem bua tan Ke bijaksanaan T eknis 
Operasional Direktorat Pembin aan Penghayat Kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini untuk memberikan arah 
dalam mclaksan3kan upa ya pembinaan . dan pengembangan 
kepercayaan terhadap Tu han Yang Maha Esa, maka di dalam 
menyusun program dan kegiatan tahunan harus selalu berlan­
daskan Kebijaksanaan Teknis Operasional Direk torat Pernbina­
an Penghayat Kepercayaan terh adap Tuhan Yang Maha Esa 
In!. 

Dalam pelaks:rnaa nn ya masih diperluk an petunjuk pelaks<J­
naan program Jan kcgia tan sebagai pernandu para pelaksana d<J­
larn melaksanakan kcgiatan . 

Un tu k mencapai sasara n/ target yang tclah di tetapkan tidak 
lepas dari kerjasama yang makin baik dan peningkatan akan ke­
sadaran diri ata s beberapa motivasi yang rn elatar belakangi. 
Denga n tekad dan etik seca ra o rganisatoris sernua kcbijaksanaan 
atasan ak an terselesaik an dengan tuntas. -

152 



t) 

~.· -




